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SURAT PERINTAll KERJA 
(SPK) 

SATUAN KERJA : PSI USU 
NOMOR SPK : 06/PPK/SPK/LLCS-PSYNON PNBP/2018 
TANGGAL 	: 27 NOVEMBER 2018 Haiainau 1 dari 1 

PAKET PEKERJAAN: 
PENGADAAN JASA LAYANAN 

COLOCATION SERVER UNTUK DRC 
PSI USU 

SURAT PENAWARAN 
Tanggal 	: 21 NOVEMBER 2018 
Nomor 	: 	/LA/12600/2018 
SURAT UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN 
Tanggal 	: 19 NOVEMBER 2018 
Nomor 	: 01/ULP/UND/JLCS-PSI/NON PNBP/2018 

SUMBER DANA : NON PNBP USU Tahun Anggaran 2018 

ISTILAH PENGIRIMAN: 
EXW (ex works) 	di lapangan (on 
site stock) 

Jangka Waktu : 15 (lima 
belas) hari kalender 

Mulai dari tanggal 27 November 2018 s.d. 
11 Desember 2018 

NILAI PENGADAAN 

NO. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN 
HARGA SATUAN 

(RP) 
JUMLAH HARGA (Rp) 

1  Rack Colocation 1 Tahun Rp 	135,600,000 Rp 	135,600,000 

	 Full Rack 42U 

	 Daya Listrik 2 KVA 	 •  
( Jasa Layanan Terhitung Mulai 15 Des 

 	2018 s/d 14 Des 2019)  ., 	 

JUMLAH TOTAL Rp 	135,600,000 

PPN 10% 13,560,000 
Jumlah 149,160,000 

Dibulatkan 149,160,000 
Terbilang : Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah 
ENSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pengadaan yang 
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam 
jangka waktu yang ditetapkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar 
denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk 
kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Urnum SPK 
terlampir. 
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SYARAT UM UM  
StIR AT PERINTAH KFR.JA (SPK) 

1. 	LINGKUP PEKERJAAN 
Penvcdia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan 
volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 

2. 	HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan. intcrpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 

3. 	PENYEDIA JASA MANDIRI 
Penvedia bertanggung jawab pcnuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan. 

4. 	HARGA SPK 
a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. 
c. Rincian harga SPK sesuai dcngan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga SWUMn 

atau kuntrak gabungan harga satuan dan lump sum). 

5. 	HAK KEPEMILIKAN 
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang 

diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara 
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. 

b. flak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang discdiakan olch PPK tctap pada PPK, dan semua peralatan 
tcrscbut hams dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua 
peralatan tersebut hanis dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan 
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

6. 	CACAT MUTU 
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu 
sang liteniukaa. PPK dapat inenieriiitahkan penyedia untuk weneniukan dan inengungkapkan carat mutu, serta menguji 
pekerjaan yang dianggap olch PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) 
bulan setelah serail terima hasil pekerjaan. 

7. PERPAJAKAN 
Penvedia berkewajiban untuk raembayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh 
hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 

8. 	PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh 
pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat 
lainnva. 

9. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektilpada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar 

pengendaliannya dan penycdia tclah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan 
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penycdia dengan adendum SPK. 

10. ASURANSI 
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 

I) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta 
pckerja untuk pelaksanaan pekerjaan. atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kchilangan, serta risiko lain 
yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 

b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam pcnawaran dan termasuk dalam harga SPK. 

11. 	PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penvedia berkcwajiban untuk melindungi. mcmbebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya 

terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kchilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang 
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian bcrat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari 
hal-hal berikut tcrhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara ponyerahan 
akhir: 
I) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil: 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda. dan cidera tubuh. sakit atau kematian pihak ketiga; 

b Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dcngan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua 
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali 
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan olch kesalahan atau kelalaian PPK.  

4h,7 
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c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal 

Mulai Kerja dan batas akhir Masa Perneliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri 
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 

	

12, 	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekcrjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

13. PENGUJIAN 
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum 
dalam Spesifikasi Telons dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban 
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap 
sebagai Peristiwa Kompensasi. 

	

14. 	LAPORAN HAS IL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang 

tclah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan 
hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi 
pekcrjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan 
harian. 

c. Laporan harian berisi: 
1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan: 
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
5) keadaan cuaca termasuk hujan. banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan. 

dan 
6) eatatan-catatan lain yang herkenaan dengan pelaksanaan 

d. 	Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu 

minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
f. 	Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu 

bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi 

pekerj a an. 

	

15. 	WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPY: diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai 

Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau 
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mats disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban 
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak 
untuk diperpanjang. 

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 

	

16. 	SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. 8ctclah pckajaan scicsai 100% (stratus perscratus), penyedia mcngajukan permintaan secara tcrtulis kcpada PPK untuk 

penyerahan pekerjaan. 
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. 

Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh basil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
SPK dan diterima oleli Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat 
Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK. 

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI 
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama 

penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian 
Penyedia, atau cacat mutt' akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka 
waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK. 

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut 
selama Masa Layanan Purnajual. 

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang 
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.  
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c. 	Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ciitentukan maka 
PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang 
ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau 
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh 
PPK dari nila; tagihan Penyedia. 

Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai inemperbaiki cacat mutt' ke 
dalam daftar hitam. 

	

18. 	PERUBAHAN SPK 
a. 	SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. 	Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah 
lingkup pekerjaan dalam SPK; 

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 

19. PERISTIWA KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan eambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkart; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan 

pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan olch 

PPK; 
g) ketenhitin lain claim SPK, 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan 
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa 
Kompensasi. 

e. 	Penyedia tidak berhak alas gain! tugi dan/atau petpatijattgaii wakTu petiyelesaiati pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai 
untuk memberikan peringatan dint dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

	

20. 	PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka 

penyedia berhak tmtuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan 
pertimbangan Pengawas Pekerjaan rnernperpanjang Tanga! Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan 
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Mata SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang 
diajukan oleh penyedia. 

	

21. 	PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib racinbayar kcpada pcnycdia scsuai dengan prcstasi pekerjaan yang telah 

dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung per.gadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan m l harus 

diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 
3) biaya langsung demobilisasi personil. 

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Flukum Perdata, peinutusan SPK melalui pemberitahuan 

tertulis dapat dilakukan apabila: 
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hart dan penghentian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 
4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 
6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari 

harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 
7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah 

tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hart; 

l) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana 
tercantum dalam SPK; 

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh  
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
Jin. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155 

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766 
Laman : www.usu.ac.id  

instansi yang berwenang; dan/atau 
10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 
e. 	Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 

1) penyedia membayar denda; dan/atau 
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakulcan 1(131 dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

22. PEMBAYARAN 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang discpakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus 
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah 

Terima Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kcrja (SPK); 
4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi: 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara ponyerahan 
pekerjaan ditcrbitkan. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia hares sudah 
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK 
dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang 
sedans menjadi perselisihan. 

23. DENDA 
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji 
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran 
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tar.ggung jawab kontraktual penyedia. 

24. PFNYELESAIAN PPRSF,1,1S1HAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk benipaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang 
timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri 
dalam wilavah hukum Republik Indonesia. 

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan 
tidak Sah laibriya balk latipubg biauputi tidak langstitig dati SPK lbl. Pebyedia tbefiyetujul bahwa pelatiggataii tyttrat itii 
meru akan elar aran an mendasar terhada • SPK ini. 
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
J1n. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155 

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766 
Laman : www. usu. ac. id  

PENETAPAN PEMENANG PEKERJAAN 

Pengadaan Jasa Layanan Coloration Server Untuk DRC. PSI USU 

Nomor : 05/ULP/PEN-PEM/JLCS-PSUNON-PNBP/2018 
Tanggal • 26 NOVEMBER 2018 

Pejabat Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU setelah 
mempelajari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh penyedia barang dengan berpedoman pada 
Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari 
Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) USU, dengan ini menetapkan: 

Nama Perusahaan 	PT Aplikanusa Lintasarta 
Alamat 	 Menara Thamrin Lt. 12 J1.M.H.Thamrin KAV 3, Jakarta 

Pusat 
N.P.W.P. • 01.329.929.2.092.000 
Penawaran 	• ▪ Rp. 149.160.000,- (Seratus em pat puluh Sembilan juta seratus 

enam puluh ribu rupiah) 

Sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 

Demikian disampaikan untuk dimakiumi. 



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA BERITA ACARA 
NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA 

PEKERJAAN 
Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server 

Untuk DRC PSI USU : 04/ULP/BA-NEGO/JLCS-PS1/NON-PNBP/2018 
: 07 NOVEMBER 2018 

Nomor 
Tanggal 

Pada hari ini, rabu tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan bolas, bertempat 
di J1. Dr.T.Mansur USU Medan, telah diadakan " Negosiasi Teknis dan Harga" pekerjaan 
Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 

A. Pembukaan 

Rapat dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Pejabat Pengadaan PSI USU. 

B. Hadir dalam Rapat : 

1. Pejabat Pengadaan (daftar Nadir terlampir). 
2. Calon Peiiyedia Barang (daftar Nadir terlampir). 

C. Acara Rapat : 

Melakukan Negosiasi Teknis dan Harga penawaran pengadaan langsung pekerjaan 
Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 

n. Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat: 

1. Calon penyedia barang setuju dan bersedia menyediakan barang sesuai dengan 
spesifikasi teknis yang telah disampaikan dalam dokumen pengadaan barang 
hingga barang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

2. Negosiasi harga tidak merubah nilai penawaran sebesar 

E. Kesimpulan/Keputusan Rapat : 

1. Rapat Negosiasi Teknis dan Harga berjalan dengan baik serta lancar dan 
dinyatakan sah. 

2. Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ini mengikat 
dan dimasukkan sebagai lampiran dari "Surat Perintah Kerja/Kontrak-  sebagai 
berikut: 

NO. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN (RP) JUMLAH HARGA (Rp) 

1 
	

Rack Colocation 1 	Tahun Rp 	135,600,000 Rp 	135,600,000 

Full Rack 42U 

Daya Listrik 2 KVA 

Jasa I ax/anon Ternitung mulai 15 Des 

2018 s/d 14 Des 2019) 

JUMLAH TOTAL Rp 	135,600,000 

13,560,000 
149,160,000 
149,160,000 

PPN 

Jumlah 
Dibulatkan 
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F. Penutup : 
Rapat berakhir pada pukul 10.45 WIB dan ditutup oleh Pejabat Pengadaan PSI USU. 

Demikian "Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga" ini dibuat dalam rangkap sesuai 
untuk keperluannya. 

Yang Membuat Berita Acara, 

Calon 'enyedia Jasa 
PT. *kantisa .ntasarta 

Choi 	riyuana 
General Manager West Indonesia Regional 



     

No Nama Jabatan 

 

Tanda Taman 

     

  

Segar Surya flartono, 

SE 

Pejabat Pengadaan PSI USU 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

J1n. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155 
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766 

Laman : www. usu. ac. id  

DAFTAR NADIR KLARIFIKASI, 
NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA 

Hari 
	

Jumat 

Tanggal 
	

23 November 2018 

Pukul 
	

09.00 WIB s.d selesai 

Tempat 
	

J1. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 

Acara 	Rapat Evaluasi, Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga" Pekerjaan . 
Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 

Pe'abat Pen a adaan 

Pen edia Jasa 
No. 

Nama Jabatan Perusahaan T.i  da Tai :an  

1. Choirul Friyuana General Manager 
West Indonesia 

Regional 

PT.Aplikanusa Lintasarta 
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UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
BERITA ACARA 

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN 

PEKERJAAN 
Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server 

Untuk DRC PSI USU 
Nomor 
Tanggal 

: 03/ULP/BA-EVA/JILCS-PSI/NON-PNBP/2018 
: 22 November 2018 

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua Bulan November tahun dua ribu delapan belas 
bertempat di Tridhama No.5 Pintu IV Kampus USU Medan, telah diadakan evaluasi dokumen 
penawaran pekerjaan, Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 
sebagai berikut: 

A. Pembukaan : 

Evaluasi dibuka pada pukul 14.30 WIB 

B. Hadir dalam evaluasi dokumen penawaran : 

Pejabat Pengadaan PSI USU 

C. Acara evaluasi dokumen penawaran : 

1. Mengevaluasi Dokumen Penawaran. 

2. Memeriksa kesesuaian persyaratan hutir-butir yang tercantum di dalam "Dokumen 
Penawaran". 

D. Hal-hal yang dirumuskan dalam evaluasi dokumen penawaran : 

1. Hasil evaluas penyedia barang/jasa PT. Aplikanusa Lintasarta akan dilanjutkan dengan 
klarifikasi dan negosiasi. 

2. Kewajaran harga diukur berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri. 

E. Kesimpulan/Keputusan Evaluasi : 

1. Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi, Teknis memperlihatkan bahwa harga PT. 
Aplikanusa Lintasarta 	yang dievaluasi memenuhi syarat administrasi, teknis dan 
kewajaran harga. 

2. PT. Aplikanusa Lintasarta selanjutnya akan diundang untuk klarifikasi dan negosiasi. 

3. Evaluasi Dokumen Penawaran berjalan dengan baik serta lancar dan dinyatakan sah. 

F. Penutup 

Evaluasi berakhir pada pukul 15.20 WIB 

Demikian "Beiita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran" ini dibuat dalam rangkap sesua iuntuk 
keperluannya. 



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA LAMPIRAN BERITA ACARA 
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN 

PEKERJAAN 
Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk 

DRC PSI USU 
LAPORAN 

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN 

A. Proses Pemilihan: 

a. Undangan Pengambilan Dokumen 	 : Tanggal 19 November 2018 
b. Pemasukan Dokumen Penawaran 	 : Tanggal 21 November 2018 
c. Pembukaan Dokumen Penawaran 	 : Tanggal 21 November 2018 

B. KriteriaEvaluasi : 

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap dokumen yang masuk yaitu evaluasi administrasi, 
evaluasi teknis dan evaluasi Kewajaran Harga, yaitu : 
• Evaluasi Administrasi 

1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan 
2. Hasil Evaluasi administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis 

• EvaluasiTeknis 
1. Evaluasi teknis dilakukan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi 

teknis dalam dokumen pengadaan. 
2. Evaluasi Teknis menghasilkan akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga 

• Evaluasi Kewajaran Harga 
1. Total harga penawaran 
2. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/linglcup/kuantitas pekerjaan;  
3. Harga satuan timpang 
4. Kewajaran harga 

C. Tujuan : 

Untuk menentukan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratana dministrasi, teknis 
dan harga yang responsive dan tidak merugikan Negara sesuai dengan Peraturan Rektor 
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) USU, beserta perubahannya. 

D. Kesimpulan : 

Dan evaluasi penawaran Calon Penyedia Barang pekerjaan 	Pengadaan Jasa Layanan 
Colocation Server Untuk DRC PSI USU di Medan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Pada Tahap-I : Pemeriksaan kewajaran harga penawaran 

Nama Perusahaan 
Harga 

Penawaran 
(Rp.) 

Harga 
PerkiraanSendiri 

(Rp.) 
Keterangan 

PT. Aplikanusa Lintasarta 149.160.000,- 149.820.000,- Wajar 

b. Evaluasi Administrasi dan Teknis 
Evaluasi Administrasi dan Teknis meliputi : 
1) Surat Penawaran; 
2) Lampiran Penawaran; 
3) Akte pendirian; 
4) Pajak-pajak; 
5) Susunan pengurus; 
6) Kepemilikan modal; 



7) Susunan personalia 
8) Daftar pengalaman 

Dengan berpedoman kepada hasil-hasil pemeriksaan diatas, Pejabat Pengadaan akan melakukan 
klarifikasi dan negosiasi teknis kepada : 

Nama Perusahaan 
Alamat 

N.P.W.P. 
Penawaran 

PT. Aplikanusa Lintasarta 
Menara Thamrin Lt. 12 J1.M.H.Thamrin KAV 3, Jakarta 
Pusat 
013299292092000 
Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta 
seratus enam puluh ribu rupiah) 

Demikian "Laporan Evaluasi Penawaran" ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya. 
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. 

UNIT LAYANAN PENGADAAN 
An. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155 

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766 
Laman : www.usu.ac.id  

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN  

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu delapan belas 
(21-11-2018), dimulai pukul 09.05 WIB bertempat di Unit Layanan Pengadaan USU J1. Dr. 
Mansyur No.9 Kampus Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan PSI 
pada Universitas Sumatera Utara telah membuka penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa 
Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU, dengan hasil sebagai berikut : 

1. Berdasarkan 	Surat 	Undangan 	Pemasukan 	Penawaran 	kami 	Nomor: 
02/ULP/UND/MCS-PSI/NON-PNBP/2018 Tanggal : 19 November 2018 telah 
disampaikan kepada Penyedia Jasa, yaitu: 

1. PT.Aplikanusa Lintasarta 

2. Penyedia Jasa tersebut telah menyampaikan Surat Penawaran Harga beserta 
kelengkapan yang diminta, yaitu : 

No. Nama Penyedia Jasa 
Harga 

Penawaran 
(p) 

Surat 
Penawaran 

Harga 

Dokumen 
Kualifikasi  

Kelengkapan 

1. PT.Aplikanusa 
Lintasarta 

149.160.000,- 1 4 4 

3. Berdasarkan Penawaran tersebut, maka Pejabat Pengadaan akan melakukan Klarifikasi 
Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya. 

Demikian berita acara pembukaan penawaran ini, kami buat dengan sebenarnya dan untuk 
dipergunakan seperlunya. 

Tembusan Yth : 

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan 

2. Arsip 
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lintasarta 
Innovative Information Communications Solutions 

Medan, 21 November 2018 
Nomor 	'204a/LA/12600/2018 
Lampiran 	: 1 (satu) berkas 
Perihal: Surat Penawaran 

Kepada Yth. 
Pejabat Pengadaan PSI 
J1. Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU 
Medan 

Dengan hormat, 

1. Setelah memepelajari dan memahami Dokumen Pengadaan Jasa Layanan Colocation 
Server Untuk DRC PSI USU dan penjelasannya, kami, dapat menyetujui semua 
ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang dan 
Berita Acara Penjelasan tersebut. Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 	 : Choirul Friyuana 
Jabatan 	 : General Manager West Indonesia Regional 
Perusahaan 	 : PT.Aplikanusa Lintasarta 
Alamat perusahaan : Menara Thamrin Lt. 12 J1. M.H.Thamrin Kay. 3 Jakarta Pusat 

dengan ini mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Jasa I,ayanan 
Colocation Server Untuk DRC PSI USU Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh 
Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN. 

2. Jika penawaran kami disetujui, kami berjanji untuk menyelesaikan dan menyerahkan 
pekerjaan yang ditetapkan dalam waktu 15 hari kalender dihitung sejak tanggal 
ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). 

3. Penawaran ini berlaku selama jangka waktu 15 hari kalender sejak tanggal pembukaan 
penawaran; 

4. Kami setuju harga yang kami tawarkan adalah harga tetap dan pasti serta tidak berubah, 
sebesar Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) 

5. Penawaran ini dibuat dengan sebenar-benamya dan bertanggung jawab sepenuhnya 
atas penawaran yang diajukan beserta lampiran-lampirannya; 

6. Demikian penawaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
rnestinya. 

General Manager \A st Indonesia Regional 

PT Aplikantrsa Lintasarta Jl. Abdullah Lubis No. 59 	T 061 - 457 1277 

Medan 20154 	 F 061 - 457 0907 

Indonesia 	 E info@lintasarta.co.id  

www.lintasarta.net  



LAMPIRAN PENAWARAN  
PENGADAAN JASA LAYANAN COLOCATION SERVER UNTUK DRC PSI USU 

NO. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN HARGA SATUANJUMLAH HARGA (Rp) 
(RP) 

1 Rack Colocatlon   — 	 Tahun  Rp 	135,600,000 I Rp 	135,600,000 
Full Rack 42U  
Daya Listrlk 2 KVA 	-.- 
( Jasa Layanan Terhltung Mulal 15 Des 2018 s/d 14 Des 2019)  

JUMLAH TOTAL Rp 	135,600,000 
PPN 10% i;.560.000 

Jumlah 149,160,000 

Dibulatkan 149,160,000 

Terbilang: Seratus empat puluh sembilan juta seratus enarn puluh ribu rupiah 

Pen war, 

PT • LIKANUSA L ,iTASARTA 

Choirul iyuan 

rleneral Manager West Indonesia Regional 



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERSEROAN TERBATAS (PT) 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJ;6 DAFTAR PERUSAHAAN 
NOMOR 	329/AC.3.1/31.71/-1.824.27/2018 

NOMOR TDP 

09.05.1.46.10729 

BERLAKU SiD TANGGAL 

28 JUL 2023 
PENDAFTARAN 	PEMBAHARUAN 

PEMBAHARUAN 	06 

NAMA PERUSAHAAN : 	 STATUS KANTOR PUSAT 
APLIKANUSA LINTASARTA, PT 

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : 	ARYA DAMAR 

ALAMAT : 	MENARA THAMRIN LT. 12 JL. MH. THAMRIN KAV. 3 
KEL. KAMPUNG BALI, KEC.TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT 

NPWP : 	01.329.929.2.092.000 

NOMOR TELEPON : 	021-2302345 	 FAX 021-2303883 

KEGIATAN USAHA POKOK : 	 KBLI • 46523 

PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 

JAKARTA 04 JUNI 204.0 

KEPALA UNIT PELAKSANA 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 

IR. SRI RATU MULYANTI 
NIP. 19660911 199403 2006 

Perizinan Ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA IGRiATIS) 



Jakarta 
11 ApnI 2018 

UNIT PELAKSANA 
' ADU SATU PINTU 

''KARTA PUSAT 

FIZAWAN 
93031005 

DIkeluark3n dt 
Pada tanggal 

4/11 CC 1 EVX2K900 

      

       

 

GRATIS 

 

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 

SURAT EIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR 
Nomor 264/24.1PB:7/31.711-1.824.27/e/2018 

1 Nama Perusahaan PT APLIKANUSA LINTASARTA 
2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan ARYA DAMAR / DIREKTUR UTAMA 
3 Alamat Perusahaan MENARA THAMRIN LT.12 1_ M.H. THAMRIN KAV.3 

KEL.KAMPUNG BALI. KEC.TANAH ABANG. KOTA 
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 

4 Nomor Telepon Perusahaan 0212302345 
5.  Mal Kekayaan Bersih Perusahaan Rp. 124 330.000.000 00 

(Tidak Termasuk Nilat Tanah dan Bangunan) 
6.  Kelembagaan RENYALURI DISTRIBUTOR.' EXRUR IMPOP 
7.  Zonast SUB ZONA PE RKANTORAN (S esuat 
8.  Kegratan Usaha (KBLI) 

4652 PERDA G.A NGAN BESAR PERI. ENGKA RAN EL EKTPO NIA 
DAN TELEKOMUNKAS1 DAN BAGLAN-BAGIAMIYA 

4651 PEROAGANGAN BESAR KOMPUTER PeRLENGKA PAN 
KOMFAJTER DAN PRA tin LLNAK 

6202 AKT1VITAS KONSULTA SI KOW,17102 DAN NANA .113VEN 
r A SIL. irk S KOWRITER 

Perdagangan Besar Perlengkapan Bektrorok Perdagangan 
Besisr Cesket Rta Audio nan Video CD dan DN.'D Knsong. 
Perdagangan Besot Peralatan Telekorrirnikosr .  

Perdagangan Bean! Kninr,ter dan Perlengkapsin wnouter 
Perdagangan Besar Nan!' L.:nak. 

Ak7jyttas Konsutasi Korwriter dan Manajerren Fasdnas 
Kortiauter. iasa kon%uPlas,  raranb lunak atau keras tbukan 
)as a pr ogr a mer ) 

SURAT ON USAHA, PERDAGANGAN INI BERLAKU CSI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. SELAMA 
PERUSAHAAN MENJAL,ANKAN USAHANYA SESUAI IAN INI 

dtherikan dengan ketentuan 
1. Pernik SIUP w ajib menyarrparkan laporan kegiatan usahanya semi) 6 (enarn) bulan kepada Perab.0 P..nerbrt SIOP. 
2. SUP akan dicabut apabIa trdak rnertgAuri kerr:ntuaniperaturan per izrnan yang beriaku (it brdang usAriel perdagangan. 

SLPnr ditarang digunakan untuk melakukan 
a. Kegratan ur,aha perdagangan yang Ddak sesua,  dengan kulerrtagaan darn atau kegtatan usaha ,ebagammana yang tercantum dm 

clatam SIUP, 
h. Kegiatan usaha yang mengaku kripatan perdagangan. untuk rnenghwrpun dana dart nes y.,  akar dengan tnenaw atkan Jan; 

keuntungan yang tidak w ajar !money game), atau 
Kegratan usaha perdagangan lannya (seOn butrr a dan h) yang telah dmatur melaka ketentuar: oeraturan perundang-undangan 
ter sendin 
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• SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KELURAHAN KAMPUNG BALI 

SURAT KETERANGAN 
Nomor : 95/27.1BU.1/31.71.07.1007/-071.562/e/2016 

TENTANG 
KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN 

a.n PT Aplikanusa Lintasarta 

Yang bertanda tangan di bawah ini. 

Nama 	 SYAFRIZAL 
Jabatan 	 Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan KAMPUNG BALI 

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kediidukan/ Domisili tanggal 28 November 2016 dengan ini 
menerangkan bahwa 

Nama 	 ARYA DAMAR 
NIK 	 3674031404620005 
Passport 
Tempat / Tanggal Lahir 	 Jakarta / 14 April 1962 
Kewarganegaraan 	 INDONESIA 
Alamat 	 JL. PENGUIN II CC 16 Kel. PONDOK BETUNG Kec PONDOK AREN 

KOTA TANGERANG SELATAN Banten 

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah 
ini: 

Nama Perusahaan 	 PT Aplikanusa Lintasarta 
NPWP Perusahaan 	 013299292092000 
Alamat Perusahaan 	 Menara Thamrin Lantai 12 Suite 1201 JI MH Thamrin Kay. 3 RT/RW. 

010/010 Kel. KAMPUNG BALI Kec TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA PUSAT 

Status Kepemilikan Bangunan 	Sewa 
Jumlah Karyawan 	 685( Enam Ratus Delapan Puluh Lima) Orang 
Akta Pendirian 
Nama Notaris 	 Mohamad Said Tadjoedin 
Nomor & Tgl Akta 	 26 & 04 April 1988 
Nomor & Tgl SK Pengesahan 	 C2-01.HT 01.01 TH'89 & 03 Januari 1989 
Akta Perubahan 
Nama Notar,s 	 Jose Dima Satria, SH, M.Kn 
Nomor & Tgl Akta 	 88 & 27 April 2016 
Nomor & tgl Pengesahan 	 AHU-AH.01.03-0048845 & 17 Mei 2016 
Status Kantor 	 Kantor Bersama 

Surat Keterangan Domisili Perusahaan int hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan 
domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan pen'njauan lokasi. serta tidak untuk dijadikan rekornendast terhadap 
penerbitan perizinan/non perizinan. 

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 

Keterangan ini berlaku sampai tanggal 01 Desember 2021 ') 

Jakarta. 01 Desember 2016 

SATUAN PELAKSANA 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KELURAHAN KAMPUNG BALI 
Kepala Saks' 

SYAFRIZA 
NIP 198001152010011021 

*) 
	

Saw Keterangan Domisd, :n, beriaku 5 (bm) tahun atau berakhir lebrn singkat apabila Usaha'Etadan Usaha/Badan Hukum yang 
bersangkutan purdah lokas, alau terdapat perubahan terhadap keterangan yang d,berikan 

12/1!2016 3:15 PM 
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

NPWP : 01.329.929.2-092.000 

PT. APLIKANUSA LINTASARTA 

JL MH THAMRIN KAV 3 MENARA THAMRIN LT 12 
TANAH ABANG 
JAKARTA PUSAT-DKI JAKARTA RAYA 

TANGGA1. TERDAFTAR : 01-04-2007 



• Vr7 

‘t-ei 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

Eli
- ' 	•:4"eTS 

H

YS  

•.; 

arm JL MEDAN MERDEKA 
TiMuR NO 16 

'IJAKARTA 10110 

4'7<  

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

.1Umum den Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diJbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
k• 
• ct:Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa: 

1. Nama PT.APLIKANUSA LINTASARTA 

N,,2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 	 01.329.929.2-092.000 

" ''!' 3. Klasifikasi Lapangan Usalla (KLU) 64250 - JASA SISTEM KOMUNIKASI 

f;:i 4. Alamat 

••• 

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR 
	

Telepon : 021-3524010 

KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA 
	

Fax : 021-3E121123 

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 
No : PEM-00045NVPJ.19/KP.0203/2012 

JL MH THAMRIN KAV 3 MENARA THAMRIN LT 12 
TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA RAYA 

5 Merek/Akronim 
?36. Status Modal 

7. Status Usaha 
Kewajiban Pajak 

ah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pergusaha Kena Pajak. 

SWASTA 
PUSAT 

: 	PPN 

karta, 02 April 2012 
ala Kantor 
eksl Pelayanan, 

g KartikTIngliti Sugarman 
809121963112001 

IkrrAr .ci 
r 	,4i. 	'I4• 	 44 
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SALINAN 

PIFISEIOLDI 21111311.110 

AP10111613.1. ThitilLS&RSA 

AKTA 

Tgl. 	April 1988. 	Mo. 2.6fr 

PARA PEPIGHADAP 

I. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

NOTARIS 

MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN S.H. 
SK. Men - Keh R.I. No. C-63. HT. 03.02-Th. 1998 

Tanggal 13 April 1998 

JALAN KERAJINAN NO. 19 
TELPON : 6290955 - 6394347 FAX.: 6295927 

JAKARTA BARAT 11140 



PERSEROAN TERBATAS  

"P.T.APLIKANUSA LINTASARTA" 

Homor: 26.- 

-4.Rada hari ini, hari Senen, tanggai empat April seribu 

sembilanratus delapanpuluh delapan (4-4-1988). 	 

--Nadir dihadapan saga, MOHAMAD SAID TADJOEDIN, Notaris d:i 

Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,Notaris, 

kinal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir 

akte in 

1- Tuan JONATHAN LIMBONG PARAPAK, Master of Engineering 

Science, Dirktur Utama perssroan yang akan disebut 

uah ini, bertempat tinggai di Jakarta, Jalan Teuku Umar 

nczior 14, Jakart Pusat; 

-menurut keterangannya dalam hai ini bertindak: 	  

dalam .Jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh - 

karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas --

"P.T.INDOSAT (PERSERO)" berkedudukan di Jakarta, yang 

acp,ggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara-

Republik Indonesia tertanggal enam Desember seribu ---

stilmbilanratus delapanpuluh lima (6-12-1985) nomor: 89, 

ti&aibahan nomor: 1475; 

b_ berdasarkan surest kuasa dibawah tangan bermeterai 

cukup, tertanggal duapuluh sate Ilaret !:,eribu sembilan- 

-utus delapanpuluh delapan '(21-3-1988) yang akan dile-

katkan pada minuta akte ini, sebagai kuasa dari- dan 

oleh karena itu untuk dan atas nama KOPERASI F'EGAWAI 

P-T-INDOSAT (KOPINDOSAT)" berkedudukan di Jakarta, 

yang anggaran dasarnya telah didaftarkan dalam Daftai-

Umum Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta, 

tert‘anygal tigapuluh Mopember seribu sembilanratus de- 



------- 

lapanpuluh empat (30-11-1984) nomor: 1838/B.E./I. 

2. Tuan Raden PANDJI POERNOMO SOEBOWO, Bachelor of ---

Adainistrasi Telekomunikasi,partikelir, bertempat tinggal 

di Bandung, Jalan Geger Kalong Hilir, Kampus Pusdiklattc, .;_ 

Rumah Dinas nomor 3, untuk semen tara berada di Jakarta; 

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: 

a. untuk diri sendiri; 

b. berdasarkan surat kuasa dibawah tanijan bermeterai 

cukup tertanggal dua April seribu sombilni-Jctus 

delapanpuluh delapan (2-4-1980) yang akin dilekatkn 

dalam minit akte 	7,: b& 	kuasa dart- da;) oleh 1;;;,. 

repa itu untud dan atas 	"KOPERASI PEGAWAI KANTOR 

PUSAT PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI (KOPEGTEL)", b,.. 1--

k4ludukai-  di Bandung, yang anggaran dasarnya telah 

oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi 

Pyopinsi Oawa Barat tertanggal tujuh Juni seribu 

r`sa'"e`JFbl.lctnra its delapanpuluh empat (7-6-1984) nomor 094/ 

Xep 	KWK.10/51/VI/-1984; 

3. Tuan Haji JOJO SUKARJO ADIKARTA, partikelir, berteinpat .....  

tinggal di Jakarta, Jalan HH nomor 17, Rt.003, Rw.015, 

Cipinang Muara, Jakarta Timur; 	  

4. Tuan Doktorandus Haji SRIJANA, partikelir, bertempat 

tinggal di Jakarta, Jalan F'akubuwono VI nomor 5, Jakarta 

elatan; 

J. Tuan Doktorandus Haji MOHAMAD ZEIN DJAMALUDDIN, partike-  

Iir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Palbatu Raya ne- 

mov 5, Jakarta Selatan; 	  

I
6. Tuan Doktorandus ABDULGANI, partikelir, ber.tempat tinggal 

I
di Jakarta, Jalan Blitar nomor 11, Jakarta Pusat, 	 

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. 	



-------- 
-Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana 

tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan suatu per-

seroan terbatas dengan tidak mengurangi idzin dAri yang ber-

_majib dan dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran 

dasar sebagai berikut: 

	  MAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

	 Pasal 1. 	 

-Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas "P.T.APLIKANUSA -- 

LINTASARTA" dan berkantor pusat di Jakarta, untuk pertama 

kali di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21, Jakarta Pusat, 

dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilannya atau satuan---

satuan usaha di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di - 

lu-ar wilayah Republik Indonesia, sebagairnana ditetapkan oleh 

Direksi dengan persetuluan Dewan Komisaris. 	 

	 W A K T U 	 

Pasal 2. 

Perseroan ini ini didirikan untuk iangka waktu 75 (tuiuhpuluh - 

lima) tahun rnulai tanggal tuiuhbelas Maret seribu sembilan--

ratus de].apanpuluh delapan (17-3-19O0) demikian dengan 

azngindahkan apa yang ditetapkam dalam pasal 47 dam pasal 51 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

----------- MAKSUD DAN TUJUAN ---------------------

Pasal 3. 

1.. Maksud dan tuivan dari Perseroan ini ialah melakukan 

usaha-usaha di bidang pengembangan dan pelayanan jasa 

aplikasi iaringan perbankan, antar bank maupun intra bank 

untuk memenuhi pelayanan iasa perbankan yang efisien dalam 

art.' yang seluas-luasnxa yang meliputi aspek perangkat lunak 

maupun aspek pe:-angkat keras. 	  

2_ Untuk mencapai tuivan tersebut dalam akte ini, ruang 



lingkup usaha perseraoan ini antara lain: 

a. Menyediakan pelayanan jasa aplikasi jaringan perbankan 

I

secara lokal, regional dan manca negara, meliputi intra 

bank dan an tar bank; 

1 b.. Menyediakan/membuat perangkat lunak antarmuka (interface--

I software) untuk rnenghubungkan sebagai jenis komputer; ---

I
c. Menyediakan sarana fisik dan menyelenggarakan iasa 

aplikasi jaringan perbankan, antara lain aplikasi 	 

Shared Automated Teller Machine (ATM), Electric Fund 

Transfer (EFT), Banking Reporting System (DRS), Point - 

of Sales (PDS); 

d. MenyediakAn iasa konsultansi rnengenai teknologi data 

komunikasi serta penerapannya untuk aplikasi perbankan. 

3.. Perseroan dapat pula mendirikan perusahaan dan menialan-- 

kan usaha lainnya, yang mempunyai hubungan langsung maupun 

tidak langsung dengan bidang usaha tersebut di atas baik se-

cara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan- 

lain, serta usaha-usaha lain sepanjang yang demikian itu --- 

tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku 

dan sesuai dengan kOtentuan-ketentuan dalam anggaran dasar - 

iai. 

	  MODAL 	 

	 Pasal 4.. 	  

1.. Modal dasar perseroan besarnya Rp.10.000.000.000,- (sepu-

luh milyar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) helai 

saham, tiap-tiap saham sebesarnya sama yaitu Rp.1.000.000,--

(satu iuta rupiah) nominal. 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan/diambil -----

bagian serta disetor dengan tunai sebanyak 2.000 (dua ribu) 

helai saham sehara Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) 



yang diperinci lebih lanjut dalam pasal 32. -- 

3. Saham-saham lainnya yang masih tertinggal akan dikeluar--

kan menUrut kebutuhan perseroan dengan syarat dan harga yang 

dttetapkan oleh Direksi dengan persetitjuan Dewan Komisaris,-

dan rapat umum para pemegang saham dengan ketentuan bahwa 

harga saham-saham tersebut tidak di bawah pari. 	  

4- Modal perseroan seluruhnya harus sudah disetor dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak disetuiui 	

dan disahkannya anggaran dasar perseroan ini oleh yang ber 

wajib, kecuali jika jangka waktu itu diperpanjang oleh yang- 

berwaiib, apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.- 

	

SAHAM-SAHAM 	 

	  Pasal 5. 	 

1. Saham-saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, tiap-tiap -- 

surest saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi. 	 

2. Perseroan hanya mengakui satu orang atau Badan Hukum 

sebagai pemilik dari satu talon.. 

3. Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surest saham, -- 

disertai seperangkat tanda dividen Baru. 	

4. Surat-surat saham dari masing-masing ienis diberi nomor - 

urut dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris - 

Utama, sedangkan tanda-tanda dividen dan talon itu harus ---

nempunyai nomor yang sama dengan saham yang disertainya. 

5. Setiap pe;Pfegang sahaiyi menurut - hukum harus tunduk kepada-

anggaran-dasar ini dan kepa€L seiiva keputusan yang diambil ..... 

dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham. 

6. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau 

didasarkan ,,ebab-;ebab lain menjadi milik dari'lebih satu 

orang, maka mer$?ka yang 	 hersama-sama itu diwajibkan 

untuk menuniuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itu 



qah >rang dic,:Atat sebagaL wakil mereka bersama dalam daftar - 

pvgm;Tgang 	 yang berhak untuk ,rnempe-r-gunakan hak-hak yaitk 

dibet;. ikan oleh hukum kepada saham tersebut. 	  

DAFTAR SAHAM 	  

Pasal 6. 

1. Untuk saham-saham, Direksi mengadakan daftar pemegang 

saham dan dalam daftar itu dicatat nemor saham, nama dan 	

alamat yang memegang saham dan keterangan-keterangan lain 

yang dianggap perlu. 	 

-Tiap perubahan alarm waiib diberitahukan kepada Direksi 

secara tertuIis, selama pemberitahuan demikian itu belutr 

lakukan, maka semua surat-surat atau panggilan-panggilan ra-

pat untuk pemegang saham akan dikirimkan kepada alamat yang- 

terakhir tercatat dalam daftar pemegang saham perserean. 	 

2. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar 

pemegang saham tersebut selarna iam keria kantor perseroan. 

3. Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham-

atau lebih dapat diberikan I (satu) surat kole!<tif atau 

lebih sebagai bukti pemilikannya dalam mana disebutkan 

jt;alah dan nomor-nemor daripada saham-sahamnya. 	  

• PEMINDAH-TANGANAN SAHAM 	

Pasal 7. 

1. Apabila seorang pemegang saham hendak menival saham 	

(sahamnya), maka is diwaiibkan 'untuk menawarkan saham ----- 

(sahamnya) itu terlebih dahulu dengan surat tercatat kepada-

Para pemegang saham lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan 

setelah penawaran itu, dengan surat tercatat kepada Direksi 

dengan menyebutkan harga yang dimintanya- 

-Pembagian iumlah saham yang dapat dibeli messing--messing 	

pemegang saham yang telah dimiliki masing-masing dari mereka 



• yang berkehendak untuk membeli. 

-Dalam hal hanya 1 (satu) pemegang saham yang berkehendak --

untuk membelinya, makes saham yang ditawarkan dapat dibeli -- 

-'- tbluruhnya oleh yang bersangkutan. 	  

Jikalau dari para pemegang saham lainnya tidak ada yang ---

mebeli saham (sahamnya) tersebut dalam waktu tersebut tidak 

diterima pemberitahuan, maka pemegang saham yang bertangku--

tan berhak untuk menjual saham (sahamnya) itu kepada siapa - 

saja yang mau membelinya yang telah mendapat persetuivan ---

terlebih dahulu dari Direksi, asal tidak lebih rendah dari 

harga pari. 

2. Baik nama dari saham dilakukan oleh Direksi berdasarkan - 

akte pemindahan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan - 

dan yang menerima pemindahan itu atau berdasarkan surat-su--

rat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang - 

sebaai bukti yang sah untuk pemindahan itu, demikian dengan 

iidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 3 pasal 5 -- 

anggaran-dasar ini. 	 

-Balk nama dicatat, bait-.: di dalam buku daftar pemegang saham 

maupun di atas surat saham-saham yang dipindahkan itu, -----

yang dil-pari tanggal dan ditanda-tangani oleh Direksi dan 

Komisaris, demikian dengan tidak mengurangi apa yang - 

ditetapkan dalam pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.- 

3. Terhitung seiak dilakukan panggilan untuk rapat umum para 

pemegang saham sampai dengan hart penutupan rapat tersebut,-

baik nama dari saham tidak diperkenankan. 

4. Pencatatan atas nama atau batik nama saham atas nama 

lebih dari satu orang ditolak. 

-Orang-orang yang berhak bersama-sama atas satu saham waiib-

untuk menuju itu dilakukan pencatatan atas nama atau balk. 



mama dari saham itu. 

5.. Untuk menggadaikan atau memberikan sebagai jaminan atau - 

menghibahkan sesuatu saham diperlukan persetuivan dari •••••••••••••••••••••• 

-Direksi dan Dewan Komisaris. 	  

6. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-keten-

tuan dalam pasal ini membawa akibat, bahwa suara yang 

dikeluarkan dalam rapat umum para pemegang saham untuk sahan 

itu dianygap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas --

saham itu ditangguhkan. 

	  DUPLIKAT SAHAM 

	  Pasal 8. 

1. Jikalau surat-surat saham, tanda--tanda dividen dan talon-

rusak dan tidak dapat dipakai lagi, makes oleh Direksi atas 

permintaan dari yang berkepenti.ngan kepadanya diberikan 

duplikat-duplikatnya. 

2. Surat-surat aslinya kemudian oleh Direksi dihapuskan 

dalarn rapat umum para pemegang saham yang berikut, kejadian- 

mama harus disebut dalarn Berita Acara Rapat itu. 	 

3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dividen dan talon- 

hilang, maka atas per rain 	tertulis dari yang berkepenti-- 

ngan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikat dari 

surat-urat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan 

tDireksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan--

jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap 

peristiwa yang khusus. 

4.. Pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat 	  

asiinya hilang harus diumumkan dalam satu atau lebih surat 

kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit'atau beredar 

ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara 
	- 

Republik Indonesia. ------ 



5. Sernua biaya yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat 

duplikat itu dipikul oleh yang bersangkutan. 

	 PENGURUS 

	 Pasal 9. 	 

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi dan --- 

diawasi oleh Dewan Komisaris. 

	 DIREKSI 

• Pasal 10. 	 

I. Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak- 

banyaknya 5 (lima) orang Direktur. 	  

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh 

rapat umum para pemegang saham. 

3. Para anggota Direksi diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun-

dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang --

saham untuk memherhentikan rnereka sewaktu-waktu dalam hal -- 

terdapat alasan-alasan dimaksud dalam ayat 4. 	  

4. Para anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa 	

jabatannya berakhir karena: 

a. Kehilangan kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia; 

b. Tidak cukup cakap; 

c. Tidak melakzanakan tugasnya dengan baik; 	 

d. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran 

e.. Permohonan sendiri; -- 

I. Cacat tisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat -- 

I
melaksanakan tugasnya dengan baik; 

g. Meninggal dunia; - 

h. Pengalihan tugas; 	 

i. Terlibat dalam tindak pidana kejahatan; 

j. Alasan-alasan lain yang dapat diterima rapat umum para -- 



pemegang saham. 

     

     

5. Para anggota Direksi diangkat oleh rapat umum para 

pemegang saham dari calon atau calon-calon yang diajukan 

oleh satu atau lebih pemegang saham. Untuk tiap-tiap jabatan 

mana diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon. -------- 

6. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi -

dapat diangkat kembali oleh rapat umum para pemegang saham.-- 

7. Kepada para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas 

atau tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat 

uhlum para pemegang saham. 

8. Apabila oleh suatu sebab iabatan anggota Direksi lowong,-- 

aka dalam tempo 1 (satu) bulan setelah terjadi lowongan, 	 

harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk 

mcmgisi lowongan itu. 

9. Jik.a pada suatu waktu oleh sebab apapun perseroan tidak - 

mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan 	

Komisaris berkewaiiban untuk menialankan pekeriaan Direksi,- 

dengan kewaiiban dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bu-

lan setelah teriadi lowongan untuk memanggil rapat umum para 

pemegang saham guna menoisi lowonoan. 

10.. Para anggota Direksitidak boleh merangkap iabatan pada- 

usaha swasta lainnya, kecuidi dengan iiin rapat umum para 	

pemegang saha dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan- 

yang berlakm. 

e,i ---------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 11. 	  

1. Tugas pokok Direksi adalah: 	  

- a. 	Mernimpin dan mengurus persercan sesuaidengan tuivan 

perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan ----- 

efisiensi dan efektivitas perseroan. 



.,-.-------- 

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan_ 1 

2. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan 

dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai --

-pengurusan maupun yang mengenai pemilikan serta mengikat ---

perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, 

demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam- 

ayat 3 dibawah ini. 	  

3. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan --- 

oleh Direksi dengan persetuivan tertulis dari Dewan 	 

Komisaris: 

a. Mengangkat kepala-kepala cabang daniatau peiabat-peia-

I bat perusahaan yang setingkat dibawah Direksi;' 

b. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) 

perusahaan melebihi jumlah tertentu ditetapkan oleh --

Dewan Komisaris; 

c: Mengambil Magian, baik sebagian atau seluruhnya atau - 

ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau-

meDyelenggarakan perusahaan Baru; 

d. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan -------

perseroan dalam perseroan atau badan-badan lain; ----- 

e. tlenerima pinjaman jangka pendek/menengah/panjang dan - 

cuemberikan pinjaman jangka pendekimenengahIpanjang --

yang tidak bersilat operasional/melebihi jumlah ------

tertentu /ang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

Mengikat perseroan sebagai peniamin. 

Khusus untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari 

pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang me-

lebihi jumlab tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, 

dilakukan setelah mendapat persetuivan dari rapat umum para 

pemegang saham. 



5. Seiain yang tersebut dalamayat 3 pasal ini rapat umum -- 

para pemegang saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan 

dan/atau syarat-syarat lain 

Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi. 

-Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalargan karena se-

bab apapun hal many tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, 

maka salah seorang Direktur ditunjuk oleh Direktur Utama, 

atau Direktur yang tertua dalam iabatan sebagai anggota 

Direksi perseroan berwenang bertindak atas nama Direksi. 

7.. Direksi berhak atas tanggung jawabnya terdiri mengangkat- 

seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan 	 

meaberikan kepadanya (kepada mereka) kekuasaan bagi tindakan 

tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa. 	 

8. Pembagian pekeriaan diantara para anggora Direksi dan ---

susunan organisasi perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan-

persetujuan Dewan Komisaris. 

9. Direksi dalam mengurus perseroan wajib melaksanakan 

petunjuk yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau 

rapat umum para pt megang saham. 	 
• 

10. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang 	  

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib bertindak sesuai- 

dengan kebiiaksanaan umum yang ditetapkan oleh rapat umum 	

para pemegang saham. 

Basal 12. 

-Dalarn hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 anggaran dasar ini, maka: 	  

1. Direksi berkewajiban: 	  

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan ----

kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tuivan --- 

perseroan; 	  



b. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan 

perseroan lengkap dengan anggaran keuangannya, yang --

meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi,-

termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan 

dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan --

menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan para pemegang-

saham untuk disampaikan kepada rapat umum para -------

pemegang saham guna mendapatkan pengesahan; ----------

Untuk pertama kalinya rencana kerja dan anggaran 

keuangan cukup disetuiui oleh Dewan Komisaris; 	 

c. Mengadakan dan atz.?melihara tata-buku dan admiriistrasi 

perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi --

suatu perseroan; 

d. Menyusun sistam akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip 

pengendalian intern terutama pemisahan fungsi penguru-

san, pencatatmi, pewyimpanan dan pengawasan; 

C. Memberikan per-tanggung iawaban dan segala keterangan - 

ten tang kt4adaan dan jalannya perseroan, berupa laporan 

kegiatan perusahaan termasuk laporan keuangan baik da-

lam benttAk. laporan i..ahunan caupun dalam bentuk laporan 

berkala. lainnya menurut car dan waktu yang ditentukan 

dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta --- 

oleh para pemegang saham; 	  

f. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan 

pc?rincian tugasnya; 

Menialankan kewaiiban-kewaiiban lainnya sesuai 

anggaran da5a.r ini atau berdasarkan petuniuk rapat 

mum= para pemegang saham. 

2. Direksi mempunyai hak do wewenang sebagai berikut: 

Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan mengurusan; 



b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian per— 

seroan termasuk penetapan dasar penggajian, pensiunan-

atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para - 

pegawai perseroan; 	 

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berda-

I sarkan peraturan kepegawaian perseroan; 

d. Mengatur penyerahan kekuasan Direksi untuk mewakili --

perseroan didalam dan diluar Pencjadilan kepada 

atau beberapa orang anggota Direksi yang ---

khusus dituniuk untuk itu, atau kepada seseorang atau-

beherapa orang pegawai perseroan balk sendiri maupun 

bersama-sama prang atau bad an lain; 

e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai - 

pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan--

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan ---

yang ditetapkAn oleh rapat umum para pemegang saham --

berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang 

RAPAT DIREKSI 	  

----------------,------- Pasal 13. 

1. Direksi merhgadakan rapat setidak-tidaknya I (satu) kali - 

da1am sebulan atau setiap waktu apabila dianggap oleh ------

Direktur Utaoa atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 ----

(dua) orang anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal ----- 

yang akan dibicarakan. 	 

2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan--

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurang-ku--

rangnya lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota 

Direksi. 

3. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan 

apabila is tidak hadir atau berhalangan, oleh seorang 



Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur 

Utama. 

4. Sethua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan 

--MOsyawarah untuk mufakat. 

-0iika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, makan keputusan 

diambil dengan suara terbanyak. 

--Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan suatu suara. --

-Apabila jumlah yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, 

maka Direktur Utama yang menentukan. 	  

5. segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam 

rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditanda 

tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota 

Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. 

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya-

oleh anggota Direksi iainnya berdasarkan kuasa tersebut yang 

diberlikan khusus untuk keperluan itu. 

7. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil 

tanpa diadakan rapat Direksi, asal saja keputusan itu 

disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh semua 

-air•oggota Di reksi 

 

Pasal 14. --- --------------------- 

 

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perseroan 

biertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota 

Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan 

akan diwakili oleh Direksi lainnya. 	  

i -Apabila pertentangan kepentingan tersebut menyangkut ----

semua anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh --

Delman Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan ------

Komisaris. 

2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka rapat umum para 



' pemegang saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili 

perseroan dalam menialankan tugas tersebut dalam ayat 2 ----

pasaI ini. 

DEWAN KOMISARIS -------------------

pasal 15.  

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) - 

orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang dianta-

ranya meniabat sebagai Komisaris Utama. 

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan 

oleh rapat umum para pemegang saham. 

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 3 

ttiga) tahn dengan tidy-: mengurangi hak dari rapat umum 

para pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 

4. Kepada para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan 

uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para --- 

peme6ang saham. 	  

5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum 

para pemegang saham dari talon atau calon-calon yang 	 

diajukan oleh 1 (sate) atau lebih. Untuk tiap-tiap jabatan 

mana diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang talon. 	 

6. Pembagian kerja diantara para anggotan Dewan Komisaris 

diatur oleh rnereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya 

Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat- 

oleh Dewan Komisaris atas beban-perseroan. 	  

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 	  

	  Pasal 16. 	 

1. Dewan Komisaris bertugas: 

1 a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan 	 
i 

. perseroan oleh Direksi; 	 

.., 
4:,:. Melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan ke- 

'''''----- 



padanya menurut anggaran dasar ini; dan 	  

c.. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-pera-- 

thran dan ketentuan-ketentuan serta kebiiaksanaan ---- 

rapat umum para pemegang saham, terutama di bidang-bi- 

dang yang berhubung dengan maksud dan tui uan perseroan. 

2r Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama rnaupun 

sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangu-

nan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang diper--

gunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa --

buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, per-

alatan-peralatan operasional, memeriksa dan mencocokan -----

keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain-

Surat berharga serta mengetahul segala tindakan dan telah 

dijalankan oleh Direksi. 

3. Komisaris berhak meminta bantuan ahli-ahli untuk --------

elakukan pemeriksaan tersebut, atas biaya perseroan. ------- 

4. Direksi waiib memberikan penjelasan tenting segala hal --

yang ditanyakan oleh para anggota Dewan Komisaris atau ahli-

ahli yang membaiitunya. 

5. Dewan Komisixris dengan suarA terbanyak setiap waktu -----

berhak zemberhentikan unti_ik sementara waktu seorang atau 

lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan 

dengan anggaran-anggaran ini atau rnelalaiakan kewajibannya - 

dan terdapat alasan yang tetap bagi perseroan. 	  

-Pemberhentian semen tarn itu harus diberitahukan kepada yang 

bersangkutan dan Direksi perseroan disertai alasan yang ---- 

menyebabkan tindakan itu. 	 

-Dalam waktu 1 (sate) bulan setelah pemberhentian sementara-

itu Dewan Komisaris diwaiibkan untuk memanggil rapat umum --

luar biasa para pemegang saham, yang akan memutuskan apakah- 



anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seteriuv: 

nya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedang yang ---

diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir 

clan membela diri. 

-Rapat ini dipimpin oleh salah seorang pemegang saharn yang - 

dipilih oleh dan dari an tarn mereka yang hadir. 

6. Jikalau rapat umum luar biasa para pemegang saham tidak 

diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian -- 

siementara itu, maka pemberhentian semen tars itu batal dengan 

sendirinya menurut hukum. 

7. Jika karena sebab apap:_ln juga perseroan tidak rnempunyai 

seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka rapat umum para pe-

megang saharn berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris - 

dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 

4 (empat) minggu ,zetelah terjadi lowongan, harus diselengga-

rakan rapat umuf:. luar Liasa para pemegang saham untuk ------ 

mengangkat Dewan Komisaris bare. 	  

Pasal 17. 	 

Dalam hubungannya dengan togas Dewan Komisaris sebagaimana 

diaaksud dalam pasal 16 anggaran dasar ini, maka Dewan 

Komisaris berkewajibart: 

1. Melakukan penilaian atas rencana kerja dan anggaran -----

perseroan serta perubahan/tambahannya, 1aporan keuangan 

tahunan, laporan berkala dam laporan-laporan lainnya dari --

Direksi yang akan diajukan dalam rapat umum para pemegang 

saham.  

2. Mengawasi pelaksanaan rencana keria dan anggaran --------

perseroan serta menyampaikan basil penilaian serta pendapat-

nya kepada para pemegang saham. 

3. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, dan dalam 



perseroan menunjukan geiala kemunduran, segera ---------

cue-laporkan kepada para pemegang saham dengan disertai saran- 

xecf;genai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 

 

 

Memberikan pendapat dan saran kepada para pemegang saham-

meirsgenal setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi 

pertgeloiaan perseroan. 

5. Melakukan tuga -tugas p€ngawasan lainnya yang ditentukan- 

oleh Rapat Umum Para Pe.'regang Sahara. 	  

L. tlemberikan laporan kepada para pemegang saham secara ber- 

kala serta kepada setiap waktu yang diperlukan mengenai 

kembangan perseroan dan hasil pelaksanaan tugasnya. 

------------------ RAPAT DEWAN KOMISARIS 	  

	 Pasal 18. 	  

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 

sekali tiap-tiap 3 (tiga) bulan atau setiap waktu apabila --

dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau usul dari sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang Komisaris dengan menyebutkan hal-hal 

yang akan dibicarakan dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat 

mengundang Direksi. 	  

-Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan 

atau diteupat lain di wilayah Republik Indonesia yang ------

ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 

2. Undangan baik untuk Dewan Komisaris 

disampai sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum ---

rapat diadakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Rapat yang 

dihadiri lengkap. 

S. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ke-

putusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurang-kurang 

nya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris. 

4. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama 

per- 

maupun untuk Direksi 



dan apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, --

oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris 

Utama. 	 

-4pabi1a pennjukan tersebut tidak ada, oleh salah seorang -- 

Komisaris yang dipilih diantara mereka yang hadir dalam 

Rapat Dewar. Komisaris yang bersangkutan. 	  

5. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan 

musyawarah untuk mufakat. 

-Apabila melalui musyawarah tidak terdapat kesepakatan, main 

keputusan Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak. -- 

-Apabila jumlah suara setuiu dan tidak setuju sama banyaknya 

maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali'jika 

cragenai diri orang, akin ditentukan oleh Komisaris Utama. 

-Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 

(sate) suara. --------- 

6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam 

Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah yang ditanda 

tangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh seorang --

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka -- 

ang hadir. 

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam 

rapat hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya --

ixerdasarkan kuasa tersebut yang diberikan khusus untuk 

keperluan itu. 

S. keputusan-keputusan yang mengikat dapat jug ta diambil 

tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja keputusan 

itu disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh sernua 

anggota Dewan Komisaris. 	  

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB 	  

Pasal 19. 	  



1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember ---

tiap-tiap tahun per Lama kalinya pada akhir bulan tigapuluh 

satu Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh 

-1161apan (31-12-1988). 

2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penutupan buku, maka 

Direksi hares menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan para 

pemegang saham laporan tahunan yang terdiri Mari neraca 

aik perhitungan laba-rugi. Tahun buku yang bersangkutan, be-

serta laporan-laporan lainnya. -----------------------------

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan tersebut ---

dalam ayat 2 untuk keperluari mana dapat diminta bantuan dari 

tenaga ahli 	biaya perseroan dan kepada siapa Direksi ------ 

..-jib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. 

4_ De wan Komisaris memberikan laporan atas penelaahan dan --

penilaian laporan tersebut dalam ayat 2 kepada rapat umum --

tahunan para pemegang saham dengan memperhatikan laporan pe-

meriksaan akuntan. 

5. Rapat owim para pamagang Eaham memberikan keputusannya --

atas penerimaan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut --

dan laporan lainnya setelah diperiksan oleh akuntan yang di- 

tunjuk oleh rapat umum para pemegang saham. 	  

6- Mulai dari hari dilakukan panggilan rapat umum para peme-

gang saham sampai dengan hari penutupan rapat itu, neraca 

dan perhitungan laba-rugi berikat laporan lainnya tersebut,-

harus disediakan dikantor perseroan atau dikirimkan kepada - 

rapat umum para pemegang saham untuk dapat diperiksan oleh - 

para pemegang saham. 	  

7.. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat --

umum tahunan para pemegang saham berarti memberikan pembeba-

san sepenuhnya kepada Dewak Komisaris dan Direksi dari tang- 



gung iawab atas tindakan mereka dalam. bidangnya 	  

'sing-messing dalam tahun buku yang bersangkutan sepaniang - 

tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan. 

	  RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM ------------ 

Pasal 20. 	  

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham harus diadakan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

2. Dalam rapat umum tahunan para pemegang saham oleh Direksi 

diajukan: 	  

a. Laporan tahunan jalannya perseroan; 

b, Neraca dan perhitungan laba--rugi dari tahun yang lalu dan 

1 
lain-lain yang harus dimintakan persetujuan rapat; 	 

c. Pembagian keutungan dan besarnya dividen yang dbayarkan;- 

d. Lain-lain acara demi kepentingan perseroan. 	  

3. Seluruh bahan-bahan/dokumen-dokumen seperti yang dimaksud 

pada ayat 2 diatas harus sudah dikirimkan/disampaikan kepada 

para.pemegang saham, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari 

sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham dimulai. 

4. Yang bpleh dimasukkan dalam acara rapat umum tahunan para 

pemegang saham hanya usul-usul yang diajukan oleh seorang --

atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya - 

25 'X (duapuluh lima person) dari modal yang telah dimasukkan 

dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang ber--

sangkutan harus sudah diterima-  oleh Direksi sekurang-kurang-

nya 2 (dua) minggu sebelum rapat umum tahunan para pemegang-

saham dimulai. -- 

Pasal 21. 

1. Rapat rapat umum tahunan para pemegang saham untuk menge-

sahkan rencana kerja dan anggaran perseroan diadakan selam--

bat-lambatnya pada akhir tahun. Buku sebelum tahun buku baru 



'dimulai. 

2. Dal am waktu 3 (tiger) bulan sebelum tahun buku baru 

dimulai berIaku, Direksi diwajibkan mengirimkan rencana 

---okerja dan anggaran perseroan kepada Dewan Komisaris dan para 

pemegang saham, untuk dimintakan pengesahan kepada rapat ---

umum para pemegang saham. 

3. Dewan Komisaris wajib memberikan pendapatnya atas rencana 

kerja dan anggaran perseroan tersebut dan menyampaikan -'-

pendapatnya itu kepada rapat umum para pemegang saham. 

4. Apabila pada saat tahun buku baru dimulai rapat umum para 

pemegang saham belum memberikan keputusannya, maka sambilan-

menunggu pengesahan rencana keria dan anggaran perseroan, 

yang berlaku bagi perseroan adalah rencana kerja dan 	--- 

anggaran perseroan yang diajukan untuk tahun yang bersangku-

tan sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat rutin sampai-

disahkannya rencana keria dan anggaran dasar perseroan 

tersebut oleh rapat umum para pemegang saham. 	 

RAPAT UMUM LUAR BIASA 	  

Pasal 22. 	  

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan sewak- 

. tu--waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi, dan/atau oleh-

Dewan Komisaris dand/atau oleh seorang atau lebih pemegang - 

saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25 % (duapuluh lima - 

persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam 

perseroan. 

2. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan - 

rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan --

tertulis dari Dewan Komisaris atau dari seorang atau lebih 

pemegang sahamyang mewakili sekurang-kurangnya 25 % (duapu--

luh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan 



dalam perseroan, didalam surat permintaan mana juga harus 

dicantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan. 	  

3.. Jika Direksi ].alai untuk menyelenggarakan rapat tersebut- 
. 

dalam waktu 1 (sate) bulan setelah permintaan itu diterima,-

maka yang menanda tangani surat permintaan itu berhak untuk-

memanggil sendiri rapat itu atas biaya perseroan, dengan me-

ngindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 23 

dibawah ini, dan hal yang diajukan kepada rapat oleh semua - 

hadirin dianggap mendesak. 

PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT 	 

Pasal 23. 	  

1. Semua rapat umum par pemegang saham diadakan ditempat 	

kedudukan perseroan atau ditempat lain di wilayah Republik - 

Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan 	

Dewan Komisaris. ------- 

2. Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan-

dengan surat yang memakai tanda penerirnaan dikirimkan kepada 

alamat terakhir tercatat dalam buku daftar pemegang saham, - 

atau disertai dengan pemuatan iklan dalam suatu surat kabar- 

(harian) yang mernpunyai peredaran lugs yang terbit dalam 

Bahasa Indonesia ditempat kedudukan perseroan, dilakukan se-

kurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan. 

3. Dalarn panggilan itu disebutkan tempest, tanggal dan lam, - 

dimana dan bilamana rapat itu akan diadakan dan dengan 

singkat coal-soal yang akan dibicarakan, terutama soal-soal- 

yang dimaksud dalam pasal 2E3 anggaran dasar ini. 	  

4. Panggilan dilakukan oleh Dir eksi,. dengan tidak mengurangi 

apa yang ditentukan dalam pasal 22 ayat 3. 	 

i 5. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam 

1 rapatp  maka panggilan terlebih dahulu seperti yang dimaksud-
...„..,,,_ 



diatas tidak menjadi syarat dan didalam rapat tersebut dapat 

diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan 

dalam'rapat. 

PIMPINAN RAPAT 

----------- Pasal 24. 

1. Semua rapat umum para pemegang saham dipimpin oleh 

Komisaris Utama atau bila Komisaris Utama tidak hadir oleh - 

salah seorang anggota Dewan Komisaris atau salah seorang pe- 

megang saham yang dipilih dari an tarn yang hadir. 	 

2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam 

rapat itu dibuat risalah dan sebagal pengesahannya ditanda 

tangani oleh Ketua Rapat, dan oleh peserta rapat yang ditun-

juk dalam rapat tersebut, dan isinya menjadi bukti yang sah- 

terhadap sernua pemegang saham dan pihak ketiga. 	 

3. Penandatanganan ini tidak perlu, jikalau risalah tersebut 

dibuat dengan berita acara notaris. 	 

KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA 	  

Pasal 25. 

1. Semua keputusan rapat umum para pemegang saham diambil 	

dengan suara terbanyak. 

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama 

banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, 	

kecuali apabila mengenai diri prang, sebagaimana ditentukan- 

dalam ayat 6 pasal ini. 

2. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham 

meoberikan.hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan sate 

suara. 	 

Masing-masing pemegang saham hanya boleh diwakili oleh 

iseorang lain dengan surat kuasa. 

14. Para pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan 



pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh ---

bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham-

dan dalam pemungutan suara, suara-Suara yang mereka -------- 

keluarkan sebagai kuasa dianggap tidak sah. 	 

5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa 	 

tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. 	

6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungu- 

tan suara ten tang diri orang dilakukan dengan surat-surat 	

tertutup yang tidak ditanda tangani dan hal-hal lain dengan- 

lisan. 

7..Semua blanko atau suara yang tidak berharga dianggap 

suara yang tidak dikeluarkan. 

8- Suatu rapat umum para pemegang saham yang diwakili lebih- 

dari 50 % (limapuluh persen) dari iumlah suara yang telah 	

dikeluarkan, balk dengan hadirnya pemegang saham sendiri 

maupun secara kuasa merupakam suatu rapat yang dapat mengam-

bil suatu keputusan. 

9. Para pemegang saham dapat iiengambil keputusan di luar 

rapat, asalkan pengambilan keputusan tersebut dan usul 

yang akan diputuskan disetujui secara tertulis dan ditanda 

tangani oleh semua para pemegang saham. 	  

PEMBAGIAN LABA 

------------------------ Pasal 26. 

1- Laba yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham- 
. 

setelah dikurangi pajak perseroan, akan dibagikan untuk 

• cadangan,dividen dan lain-lain yang presentasenya masing-ma- 

sing ditetapkan tiap tahun oleh rapat umum para pemegang 	

saham. 	  

2. Jikalau perhitungan laba rugi dari suatu tahun menunjuk—

kan kerugian yang tak dapat ditutup dengan dana cadangan, 



maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dipikul dalam 

perhitungan laba rugi tahun berikutnya perseroan dianggap ---

tidak memperoleh laba selama kerugian yang terdapat dan ter- 

dalam perhitungan laba rugi itu belum terbayar sepenuh 

nya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan --

yang berwajib. 

3. Dividen-dividen yang tidak diambil dalam lima tahun sete-

lah disediakan untuk dibayar, tidak dibayarkan lagi dan 

dlomasukkan dalam cadangan perseroan. 

---------------------- DANA CADANGAM 

Pasal 27. 

1. Cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita-

oleh perseroan. Dalam hal kerugian-kerugian telah tertutup,-

rapat umum para pemegang saham dapat menentukan, agar ----

cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk 

mo al. kerja atau tujuan lain, asal saja semata-mata untuk --

kepentingan perseroan. 

2.. Direksi mengurus dana cadangan atau mengusahakan agar 

dana cadangan atu mendapat laba, satu dan lain dengan cara - 

yang dipandany balk oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan 

dalam perhitungan laba-rugi. 

PERUBAHAN ANSGARAN DASAR --------- 

------------------------ Pasal 28. -------------- ----------.-- -- 

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar - 

ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan ---

perseroan, menggabungkan atau membubarkan perseroan sebelum-

wiiktu yang ditentukan dalam pasal 2 anggaran dasar ini atau- 

1 dikemudin hari memperpanjang lagi,memperbesar atau memperke-

cil modal perseroan hanya dapat dilakukan dengan keputusan 



dari suatu rapat umum para pemegang saham yang khusus 

diselenggarakan untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili,-

sekurang7kurangnya 2/3  Rdua per tiga) dari jumlah modal yang 

telah ditempatkan dalam perseroan dan disetujui oleh ------- 

sekurang7kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang 

telah ditempatkan dalam perseroan dan disetujui oleh -------

sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang 

dikeluarkan dengan sah dalam rapat. 	  

2. Jikalau dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas --

banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang dite-

tapkan, maka dalam waktu secepat-cepatnya tujuh (7) hari ---

sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, dengan syarat-

syarat yang. sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, 

did.alam mana dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul 

usulan dalam rapat pertama dan keputusan-keputusan itu 	 

diadakan sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 

2/3 (dua per tiga) dari iumlah suara yang dikeluarkan dengan 

sah dalam rapat. 

Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 (sate) dan 2 (dua) 

diatas tidak mengurangi keharusan diperolehnya izi.n dari 

yivrpg berwajib sepanjang masih diperlukan. 

Pasal 29. 	  

1. Jikalau perseroan ini bubar karena berakhirnya iangka --

waktu berdininya atau dibubarkan berdasarkan keputusan rapat 

umum luar biasa para pemegang saham atau karena dinyatakan 

pailit setlah insolventie atau krena sebab-sebab yang dimak-

sud dalam pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka --

harus diadakan likwidasi oleh Direksi, di bawah pengawasan - 

dari Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para 



peo.fegang saham menentukan cara lain. 

2 Dalam rapat itu diterrtukan juga upah kepada likwidatur. 

3. F'ara likwidatur diwaiibkan untuk mendaftarkan keputusan 

-Vembubaran itu pada kepantiteraan Pengadilan Negeri, di mana 

perseroan ini berkedudukan dan mengumumkannya dalam satu ---

atau lebih surat kabar berbahasa. Indonesia yang terbit 

atau beredar ditempat kedudukan perseroan dan didalaa Berita 

Hegara Indonesia, disertai panggilan untuk para likwidatur.- 

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu ---

dibagikan kepada para pemegang saham jurnlah pokok dari -----

besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagian menurut --

cara yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang sahm yang 

diselenggarakan khusus untuk itu. 

5. Anggaran-dasar ini seperti termuat dalam akta ini atau --

mungkin dengan perubahan-perubahannya, tetap berlaku -------

sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh --

rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pembebasan-- 

pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. 	  

	  TEMPAT TINGGAL 

	 Pasal 30. 	  

--Untuk hal-hal yang rnengenai perseroan, para pemegang saham-

Aianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat 

dalam buku daftar pemegang saham yang dimaksud dalm pasal 6 

anggaran dasar ini. 

--------- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP 

	 Pasal 31. 

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam 

anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang 

akan memutuskannya. 

Pasal 32. 



Menyimpang dan peraturan yang ditentukan claim pasal 10 - 

ayat 2 dan pasal 15 ayat 2 dari anggaran dasar ini tentang - 

(1,-kra pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi - 

maka pada pendirian perseroan ini untuk pertama kali 

orang-orang berikut akan diangkat sebagal: 

-Komisaris Utama Tuan Doktorandus Hai BINHADI, parti-

kelir, bertempat tinggal cii Jakarta,-

Jalan Senopati nomor 8, Jakarta ----- 

Selatan„. 

-Komisaris-Kolnisaris : 1. Tuan Haii EEM RACHMAT, Bachelor of 

Tehnik Telekomunikasi, partikelir, 

bertempat tinggal di Bandung,Jalan 

Terusan Brigien Katamso nomor 125-

- Tuan Insinyur CACUK SUDARIJANTO, 

partikelir, bertempat tinggal di 

Jakarta, Jalan Pondok Hiiau II no- 

mor 15, Jakarta Selatan. 	 

Tuan Doktorandus Haji SRIJANA, 

partikalir, bertempat tinggal di 

Jakarta, Jalan Pakubuwono VI nomor 

5, Jakarta SeIatan. 

4. Tuan Doktorandus THOMAS SUJATNO, 

partikelir, bertempat tinggal di - 

Jakarta, Jalan Tebet Barat II-E 

nomor 1, Jakarta Selatan. 

-Direktur Utariia 	; Tuan Doktorandus FRANSISKUS XAVERIUS 

SOEHARTONO, partikelir, bertempat ---

tinggal di Jakarta, Jalan ilerpati I - 

Blok H3-30, Bintaro Jaya, Jakarta --- 



-Direktur-Direktur : 1. Tuan 

lir, 

Jalan 

Doktorandus SOEROJO, partike-.- 

bertempat tinggal di Jakarta, 

Kompleks Billy Moon Blok L V 

nomor 14, Jakarta Timur. 

2 Tuan Insinyur Raden DJAFAR 	 

SUMANTRI, Master of Science, --7-- 

partikelir, bertempat tinggal di - 

Jakarta, Jalan Dempo nomor 27, 

Matraman. 

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para ---

pnghadap telah disetujui oleh masing-masing yang berkepen—

tingan, dan kemudian hares nendapat penguatari dari rapat ---

umum para pemegang saham yang pertama diadakan. 

Direksi dads 

-balk bersama-soma maupun messing-masing dengan hak untuk me-

mindahkan kekuasaan-kekuasaan kepada pihak lain, dikuasakan-

untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar dari yang 

serta rrinyatakan dan trienyusun per ubahan-perubahannya 

dengan akte resmi, iikalau pengesahannya tergantung pada pe-

rubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan its untuk-

keTerluan itu menghadap dirnana perlu, memberikan keterangan-

keterangan, membuat, suruh membuat dan menanda tangani semua 

akte-akte/surat-surat yang diperlukan, selaniutnya menialan-

kan segala sesu-atu yang dianggap balk dan berguria untuk ---- 

menyelesaikan hal-hal tersebut. 	  

- Akhirnya para penghadap untuk diri sendiri dan 

bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa dari 

Lmodal tersebut telah diambil bagian dan disetor oleh para 

pendiri: 



-P.T.INDOSAT (PERSERO), sebanyak 

20,0 (duaratus) helai saham atau- 

s4g1esar     Rp. 200.000.000, 

(duaratus iuta rupiah). 

-KOPERASI PEGAWAI P.T.INDOSAT - 

(KOPINDOSAT), sebanyak 100 

(..ieratus) helai saham atau sebe- 

sar 	  Rp. 100.000.000,- 

(seratus 	rupiah). 

-Tuan Raden PANDJI POERNOMO ----

SOEBOWO,Bachelor of Administrasi 

Telekomunikasi, sebanyak 200 -

(duaratus) helaj. saham atau 

sebesar 	  Rp. 200-000.000, 

(duaratus iuta rupiah). 

-KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT 

PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI - 

(KOPEGTEL), sebanyak 100 (seratus) 

h. iai saham atau sebesar 	  Rp. 100.000.000,- 

(seratus iuta rupiah). -------- 

-Tuan Haji DOJO SUKARJO ADIKARTA, 

sebanyak 300 (tigaratus) helai - 

F,,aham atau sebesar 	  Rp. ::;00.000.000, 

(tigar,Atus iuta rupiah). 

-Tuan Doktorandus Haji SRIJANA, 

sebanyak 800 (delapanratus) helai 

saham atau sebesar 	  Rp. 800.000.000,- 

(delapanratus iuta rupiah). 	 

-Tuan Doktorandus Haji MOHAMAD - 

ZEIN DJAMALUDDIN, sebanyak 100 



seratus) helai saham atau sebe- 

-SAF 	  Rp. 10(3.000.000,- 

(seratus iuta rupiah). 

-Tuan Doktorandus ABDULGANI, 

hanyak 200 (duaratus) helai sahikko 

sebesar 	  Rp. 200.000.000,- 

(duaratus luta rupiah). 	 

-Jumlah seluruhnya 2=000 (dua -- 

fibu) helai saham, atau sebesar 	 Rp.2.000.000.000,- 

(dua milyar rupiah).. 

Maka 	Akte 	l n i. 

-Diperbuat dan dan diresmikan sebagai minit di Jakarta, pada 

havi dan tanggal seperti disebut pada awal akte ini, dengan-

dihadiri oleh tuan-tuan I Gede Purwaka dan Mochtar Apan, ke-

dua-duanya pegawai kantor notarise  berternpat-tinggal di ----

Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----------------------------

-SiEigera, setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris, ke-

pacia para penghadap dan para saksi, rnaka ditanda-tanganilah 

akte ini oleh para penghadap, para saksi dan sayer, notaris.-

-Diperbuat dengan dua p,erubahan, yaitu tambahan dan coretan-

dengan gantian. 

akte ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. --- 

-Dikeluarkan sebagai salinan tambahan oleh - 

saya, MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, Sariana Hukum, 

Hotaris di Jakarta, selaku pemegang protokol 

dan MOHAMAD SAID TADJOEDIN, dahulu Notaris - 

di Jakarta. 	 
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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 

PT. APLIKANUSA LINTASARTA 

Nomor 158. 

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam 

April dua ribu delapan belas (26-4-2018), pukul — 

15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit 

Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, 

ANDRI NOVERIN PERDANA, Sarjana Hukum, Magister --

Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta 

Selatan tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 	 

2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 15/MPDN.JAK 	

SELATAN/CT/III/2018, sebagai pengganti dari JOSE 

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister 	  

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi 

Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut 

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang 	

namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--- 

Nyonya LISA ANDRIANA, lahir di Jakarta, pada 	

tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1972 (seribu 

sembilan ratus tujuh puluh dua), Legal & 

Corporate Administration Senior Manager dari 

perseroan terbatas yang akan disebut di 	

bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, 

Jalan Bacang Nomor 32, Rukun Tetangga 	 

004/Rukun Warga 006, Kelurahan Rawasari 

Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta 

1 



Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor — 

3171055905720005, Warga Negara Indonesia; 

Penghadap sebagaimana tersebut terlebih dahulu --

menerangkan: 

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 (dua puluh 

enam) April 2018 (dua ribu delapan belas), 

bertempat di Menara Thamrin-Arcadia Lantai 1, 

Jalan MH. Thamrin Kavling 3, Jakarta 10250, telah 

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari — 

PT APLIKANUSA LINTASARTA, suatu perseroan 

terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan — 

Undang-undang Negara Republik Indonesia, 	 

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan — 

beralamat di Menara Thamrin Lantai 12, Jalan M.H. 

Thamrin Kaveling 3, Jakarta Pusat, yang anggaran 

dasarnya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) 

Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh 

sembilan) Nomor 65, Tambahan Nomor 1590; 	  

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya 

untuk disesuaikan dengan Undang--Undang Nomor 40 — 

Tahun 2007 (dua ribu tuluh) tentang Perseroan 

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 

(tiga) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 8, 

dibuat dihadapan JULIUS PURNAWAN, Sarjana Hukum, 

Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah 

mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak 
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Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --

Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) 

Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 

AHU-56452.AH.01.02.Tahun 2008; 	 

- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa — 

kali sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 ----

(tujuh belas) April 2009 (dua ribu sembilan) 

Nomor 69, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana 

Hukum, pada waktu itu Notaris Pengganti SUTJIPTO, 

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di 

Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan 

pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi — 

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --

tanggal 4 (empat) Juni 2009 (dua ribu sembilan) — 

Nomor AHU-AH.01.10-07216; 

- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2012 (dua ribu 

dua belas) Nomor 200, dibuat dihadapan ARYANTI --

ARTISARI, Sarjana Hukum,.Magister Kenotariatan, 

Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan 

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan — 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 

dengan surat tanggal 14 (empat belas) Juni 2012 — 

(dua ribu dua belas) Nomor 	 

AHU-AH.01.10-21536; 

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2016 — 

(dua ribu enam belas) Nomor 89, dibuat dihadapan 

saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan 

Kantor Notaris 
.Jose pima Satria. S.H., 11.Kn. 
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dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 26 (dua 

puluh enam) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 

AHU-0010008.AH.01.02.TAHUN 2016; 

- perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana 

dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Nopember 

2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 31, dibuat 

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan - 

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi — 

Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan 

tanggal 13 (tiga belas) Maret 2018 (dua ribu 

delapan belas) Nomor 

AHU-0005770.AH.01.02.TAHUN 2018; 	  

- Susunan pemegang saham terakhir sebagaimana — 

dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 

2011 (dua ribu sebelas) Nomor 77, dibuat 

dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister 

Hukum, Notaris di Jakarta; 

- Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat ---

dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) April — 

2016 (dua ribu enam belas) Nomor 88, dibuat 

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan - 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia sesuai surat tanggal 17 (tujuh belas) - 

Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 

AHU-AH.01.03-0048845; 	 
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- Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana --

dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) Pebruari 2018 

(dua ribu delapan belas) Nomor 14, dibuat 	 

dihadapan saya, Notaris; 

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;- 

- Berita Acara Rapatnya dibuat tanggal 26 (dua 

puluh enam) April 2018 (dua ribu delapan belas) 

Nomor 157, dibuat dihadapan saya, Notaris; 

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; 

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 anggaran 

dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini 

telah dilakukan Pemanggilan Rapat terlebih dahulu 

kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan melalui - 

surat tercatat tanggal 4 (empat) April 2018 (dua 

ribu delapan belas) Nomor 043/LA/00000/2018 	 

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-

sejumlah 124.445 (seratus dua puluh empat ribu ---

empat ratus empat puluh lima) saham atau kurang 

lebih sebanyak 97,7% (sembilan puluh tujuh koma - 

tujuh persen) dari seluruh saham yang telah 

ditempatkan dan disetor Perseroan yaitu sebanyak 

124.830 (seratus dua puluh empat ribu delapan ---

ratus tiga puluh) saham, masing-masing saham 

bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu — 

juta Rupiah). 

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan --

Pasal 10 ayat la Anggaran Dasar Perseroan, Rapat 

Kantor Notaris 
.lose Dima Satria, S.H.. NI.Kn. 
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tersebut adalah sah susunannya dan berhak - 

mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai - 

hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---

Rapat; 

Maka sekarang penghadap bertindak dalam 

sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini 

menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah 	 

diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai - 

berikut: 

AGENDA KELIMA. 	 

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan 	 

Komisaris: 	 

1. Nona Doktoranda AVILIANI, Master Of 

Science; 

2. Nona EMMY IRIANI KASIM; 	  

3. Nyonya HERFINI RARYONO; 

4. Tuan SOEPRAPTO; 	  

5. Tuan TAUFIK HENDRA KUSUMA; 	 

sebagai Komisaris Perseroan dengan penghargaan — 

dan ucapan terima kasih atas pengabdian yang 

diberikan selama menjalankan tugasnya, terhitung 

sejak ditutupnya Rapat Dan mengangkat nama-nama 

berikut sebagai anggota Dewan Komisaris: 

1. Nona Doktoranda AVILIANI, Master Of 

Science sebagai Komisaris; 

2. TUAN BUDI PURWANTO sebagai Komisaris; 

3. Nyonya HERFINI HARYONO sebagai Komisaris; 
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4. Tuan SOEPRAPTO sebagai Komisaris; 

5. Tuan TAUFIK HENDRA KUSUMA sebagai 	 

Komisaris; 

Untuk periode masa jabatan sejak ditutupnya RUPS 

Tahunan 2018 (dua ribu delapan belas) asmpai 

dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2021 (dua ribu dua 

puluh satu); 	  

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya 

menjadi seperti yang akan disebut dibawah ini. 	 

- Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, 

maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris 

Perseroan menjadi sebagai berikut: 	  

DIREKSI: 

Direktur Utama 	: Tuan ARYA DAMAR, lahir di — 

Jakarta, pada tanggai 14 	

(empat belas) April 1962 	

(seribu sembilan ratus enam 

puluh dua), Swasta, 

bertempat tinggal di Banten 

dan beralamat di Jalan --

Penguin II CC.16, Rukun 

Tetangga 008/Rukun Warga --

008, Kelurahan Pondok ---

Betung, Kecamatan Pondok -- 

Aren, Kota Tangerang 	 

Selatan, pemegang Kartu 

Kantor Notaris 

Jose Dima ~atria. S.H., NI.Kn. 



Tanda Penduduk NOmor 

3674031404620005, Warga — 

Negara Indonesia; 

Direktur 	 : Tuan GINANDJAR, lahir di 

Balikpapan, pada tanggal 13 

(tiga belas) Agustus 1971 — 

(seribu sembilan ratus 

tujuh puluh satu), Karyawan 

Swasta, bertempat tinggal — 

di Tangerang, Jalan ------

Flamboyan III nomor 7 — 

Puribeta, Rukun Tetangga — 

001/Rukun Warga 012, 

Kelurahan Larangan Utara, 

Kecamatan Larangan, 	 

pemegang Kartu Tanda 	 

Penduduk nomor 

3671131308710001, Warga 

Negara Indonesia; 

Direktur 	 : Tuan Insinyur ALF1 ASMAN, 

lahir di Yogyakarta, pada — 

tanggal 6 (enam) Mei 1966 — 

(seribu sembilan ratus enam 

puluh enam), Karyawan 	

Swasta, bertempat tinggal — 

di Jakarta, Jalan Selat 	

Sunda VI Blok G7 Nomor 13 — 
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Kantor Notaris 
Jose Dima Satria. S.H.. 11.Ka. 

Kavling AL Duren Sawit, — 

Rukun Tetangga 005/Rukun — 

Warga 017, Kelurahan Duren 

Sawit, Kecamatan Duren 

Sawit, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 

3175020605660006, Warga 	 

Negara Indonesia; 

Direktur 	 : Tuan Insinyur ARYA NARAYANA 

SOEMALI, lahir di Bandung, 

pada tanggal 3 (tiga) Juni 

1959 (seribu sembilan ratus 

lima puluh sembilan), 

Karyawan Swasta, bertempat 

tinggal di Jakarta dan 	

beralamat di Jalan Cempaka 

Lestari I Nomor 12A, Rukun 

Tetangga 004/Rukun Warga 

007, Kelurahan Lebak Bulus, 

Kecamatan Cilandak, Jakarta 

Selatan, pemegang Kartu — 

Tanda Penduduk Nomor 

3174060306590004, Warga 

Negara Indonesia; 

Direktur 	 : Nyonya Doktoranda TUTI 	

KUSTIATI SOEROSO, lahir di 

Bandung, pada tanggal 26 	
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(dua puluh enam) Pebruari — 

1956 (seribu sembilan ratus 

lima puluh enam), Pegawai 

Negeri Sipil, bertempat --- 

tinggal di Jakarta dan 	 

beralamat di Jalan Tabanas 

Nomor 46, Rukun Tetangga --

002/Rukun Warga 008, -----

Keiurahan Menteng Dalam, 

Kecamatan Tebet, Kota 

Jakarta Selatan, pemegang — 

Kartu Tanda Penduduk nomor 

3174016602560001, Warga ---

Negara Indonesia; 

: Tuan Insinyur RONALD WAAS, 

lahir di Tg. Pinang, pada — 

tanggal 29 (dua puluh -----

sembilan) Nopember 1955 ---

(seribu sembilan ratus lima 

puluh lima), Pegawai Negeri 

Sipil, bertempat tinggal di 

Jalan Abuserin Nomor 5, ---

Rukun Tetangga 011/Rukun 

Warga 006, Kelurahan 

Gandaria Selatan, Kecamatan 

Cilandak, Jakarta Selatan, 

DEWAN KOMISARIS 

Komisaris Utama 
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pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor 

3171062911550001, Warga — 

Negara Indonesia; 	 

: Nona Doktoranda AVILIANI, — 

Master of Science, lahir di 

Malang, pada tanggal 14 ---

(empat belas) Desember 1961 

(seribu sembilan ratus enam 

puluh satu), Dosen, 

bertempat tinggal di ----

Apartemen Permata Eksekutip 

Lantai 3 TW.1, Rukun 	 

Tetangga 001/Rukun Warga 

006, Kelurahan Kelapa Dua, 

Kecamatan Kebon Jeruk, Kota 

Jakarta Barat, pemegang 

Kartu Tanda Penduduk Nomor 

3173055412610004, Warga — 

Negara Indonesia; 

: Tuan BUDI PURWANTO, lahir 

di Magetan, pada tanggal 12 

(dua belas) Januari 1960 	

(seribu sembilan ratus enam 

puluh), Swasta, bertempat — 

tinggal di Jalan Express 2 

Blok YY/12, Rukun Tetangga 

Komisaris 

Komisaris 
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003/Rukun Warga 024, 

Kelurahan Bojong Rawalumbu, 

Kecamatan Rawalumbu, Kota — 

Bekasi, pemegang Kartu 	 

Tanda Penduduk 

3275051201600025, Warga — 

Negara Indonesia; 

: Tuan FERRY (FERRY SURYANA), 

lahir di Jakarta, pada 	

tanggal 7 (tujuh) Desember 

1976 (seribu sembilan ratus 

tujuh puluh enam), Swasta, 

bertempat tinggal di Jalan 

Otista V/6, Rukun Tetangga 

001/Rukun Warga 008, 

Kelurahan Bidara Cina, 

Kecamatan Jatinegara, Kota 

Jakarta Timur, pemegang 	

Kartu Tanda Penduduk Nomor 

3175030712760002, Warga 

Negara Indonesia; 

Nyonya HERFINI HARYONO, — 

lahir di Malang, pada 	 

tanggal 13 (tiga belas) 

Oktober 1966 (seribu 

sembilan ratus enam puluh — 

enam), Karyawan Swasta, 

Komisaris 

Komisaris 
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bertempat tinggal di 

Jakarta dan beralamat di — 

Jalan Siaga Swadaya Nomor 

46 A, Rukun Tetangga 

004/Rukun Warga 004, 

Kelurahan Pejaten Barat, 

Kecamatan Pasar Minggu, 

Kota Jakarta Selatan, — -- — 

pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor 

3174045310660004, Warga 

Negara Indonesia; 

: Tuan SOEPRAPTO, lahir di 	 

Tegal, pada tanggal 10 

(sepuluh) Juni 1946 (seribu 

sembilan ratus empat puluh 

enam), Pensiunan, bertempat 

tinggal di Jakarta, Jalan 

Raya Bambu Apus Nomor 99, 

Rukun Tetangga 008/Rukun --

Warga 003, Kelurahan Bambu 

Apus, Kecamatan Cipayung, — 

Jakarta Timur, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor 

3175091006460001, Warga — 

Negara Indonesia; 	 

: Tuan TAUFIK HENDRA KUSUMA,- 

Komisaris 

Komisaris 
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lahir di Tg. Karang, pada - 

tanggal 27 (dua puluh -----

tujuh) Juli 1976 (seribu 

sembilan ratus tujuh puluh 

enam), Swasta, bertempat 

tinggal di Jakarta, Jalan - 

Bintaro Melati I A, Blok 

J/25, Rukun Tetangga 

013/Rukun Warga 008, 

Kelurahan Pesanggrahan, 

Kecamatan Pesanggrahan, 

Kota Jakarta Selatan, 

pemegang Kartu Tanda 	 

Penduduk Nomor 

3173012707760013, Warga 

Negara Indonesia; 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 	 

- Tuan Insinyur RONALD WAAS selaku Komisaris 

Utama Perseroan dan Tuan FERRY SURYANA 

sebagai Komisaris dengan periode masa jabatan 

sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2020 -- 

(dua ribu dua puluh); 	 

- Nona Doktoranda AVILIANI, Master of 

Science, TUAN BUDI PURWANTO, Nyonya HERFINI — 

HARYONO, Tuan SOEPRAPTO, Tuan TAUFIK HENDRA — 

KUSUMA, dan dengan periode masa jabatan 

adalah sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2018 ---- 
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(dua ribu delapan belas) sampai dengan RUPS -- 

Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu); 	 

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini 

memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Saya, 

Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada 	 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini — 

menyatakan bahwa: 

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh 

tandatangan yang terdapat dalam Rapat 

tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh 

terhadap keabsahan penandatanganan dokumen 

tersebut. 

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk 

tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, 

dan/atau administratif sesuai ketentuan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di 	 

atas, berarti siap bertanggung jawab penuh — 

dan dengan ini menyatakan dianggap turut 

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh 	

saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa 

Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan — 

yang sah. 

Penghadap saya, Notaris, kenal. 	  
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	 DEMIKLANLAH AKTA INI 	  

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di 

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut — 

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: 

1. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada 

tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu 

sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati, 

bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II 

A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, 

Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, — 

Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda — 

Penduduk Nomor 3174064308760003, Warga 

Negara Indonesia; 	 

2. Tuan KHRESNA AIRLANGGA, lahir di Bandung, — 

pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1991 (seribu 

sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten 

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 

Niaga Hijau Raya Nomor 41, Rukun Tetangga — 

001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok 

Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota 	 

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor 3175050502910001, Warga 

Negara Indonesia; 

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. 

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada 

penghadap dan saksi-saksi, akta ini 	  
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ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --

saga, Notaris. 

Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena 

satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan 

sempurna. 	 

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. 	 

Notaris Pengganti 

Kota Administrasi Jakarta Selatan, 
1941-% I 4,4 

itiAJP GL 	 , — 

V
itu,';;Ak F5819110623 	

r. 

y. 
0 	.54.0ew. RI. a 1  

"; A0,1,101  

ANDRI NOVERIN PERDANA S.H., M.Kn) 
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SALINAN AKTA 

Tanggal:  2 April 2018 

Nomor •  05  

KTJASA 

NOTARIS 

FARIDA DEWIYANTI, SH. 

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 

Nomor : C - 111, HT.03.02.-TH.2006 

Tanggal 3 Nopember 2006 

Penghadap 

- Tuan AlRY y D ;0512 

1 /442. PT. :tPLIKANIZA LIPITASA.RTA 

betkedudukan di Jakarta Pusat 

JL. PESANGGRAHAN RAYA NO. 10 

JAKARTA BARAT 11620 

Telp./Fax. 5865430 / 5869879 



KUAS A 

NOMOR : 05 

- Pada hari ini, Senin, :anggal 02-04-2018 (dun April - 

dua ribu delapan belas), pukul 10.40 (sepuluh lebih --- 

empat puluh merit) Waktu Indonesia bagian Barat. 	 

- Berhadapan dengan saya, FARIDA DEWIYANTI, Sarjana 	

Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- 

saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan --

disebutkan pada bagian akhir akta ini 

- Tuan ARYA DAMAR, landr di Jakarta, pada tanggal 	 

14-04-1962 (empat beas April seribu sembilan raters 

enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan 

swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,-

Jalan Penguin II CC. 16, Rukun Tetangga 008, Rukun ---

Warga 008, Kelurahan ?ondok Betung, Kecarnatan Pondok- 

Aren, pemegang Kartu Tanba ?enduduk elektronik 	 

Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, dengan Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) 3674031404620005, untuk 

maksud ini sementara berada di Jakarta 

- Menurut keterangannya dalam hal ini betindak dalam 	

jabatannya selaku Direktur Utama dar.i Perseroan 	 

Terbatas yang akan disebut, karenanya sah mewakili 

Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. - 

APLIKANUSA LINTASARTA, berkedudukan di Jakarta Pusat, 

dan beralamat di Menara Thamrin, Lantai 12, Galan 	 

Muhammad Husni Thamrin :Gaveling 3 Jakarta PusaL, yang 

Anggaran Dasarnya dimuat dan atau diumumkan dalam : 

- Berita Negara Republik Indonesia tancgal 15-8-1989 

belas Agustus seribu sembilan rards delapan 

sembilan), Nomor 65, Tambahan Nomor 1590/1989 ; 



I - dan Anggaran Dasarnya telah dirubah seluruhnya untuk-

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007- 

tentang Perseroan Terbatas dengan Akta tangga. 	 

03-06-2008 (tlga Juni dua ribu delapan), Nomor 8, 	

yang dibuat dihac:apa71 JU JIUS PURNAWAN, Sarjana Hukum, 

Magister Sans, Notaris di Jakarta, berkedudukan di 

Jakarta Selatan, dan telah mondanat persetu7,uan car:- 

Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik 	 

Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat 	 

Kep.atusannya tanggai 29-08-2008 dua pul.ah sembilan 

Agastus tahun dua ribu delapan), Nomor 	  

AHU-56452.AH.07.02.Tahun 2008, diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia tar.ggai 20-02-2009 (dua ---

puluh Pebruari dua ribu sembilan), Nomor 15, Tambahan 

Nomor 5484/2009, berikut perubahan-perubahannya 	 

seoagai berikut ; 	  

- Akta tangga 17-04-2009 (rnjnh belas Ann i dua rlbn 

sembilan), Nomor. 69, yang dibuat dihadapar. AULIA 

4 TATEANI, Saijana Hukum, Notaris pengganti SUTJIPTO, 

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di 

Jakarta dan pemberitahuan perubahan Anggaran 1-0C.1 

telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasL 

Manusia Republik Indonesia, sehagaimana ternyata dare 

Suratr.ya tanggal 04-06-2009 (empa7_ Juni d::a 	- 

sembilan), Nomor AHU-AH.C1.10-07216 

Akta tanggal 13-10-2011 Riga belay Oktober dua ribu-

sebelas), Nomor 77, yang dib.lat dihadapan ANDALIA ---

FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -- 

Jakarta, dan pemberitahuan perubahan data 	  

Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan 



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana 

ternyata dari Suratnya tanggal 02-01-2012 (dua 	 

Januari dua ribu dua belas), Nomor 	  

AHU-AH.01.10-00043 ; 	  

- Akta tanggal 30-05-20'12 (tiga puluh Mei dua ribu dua-

belas), Nomor 200, yang dibuat dihadapan ARYANTI 

ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 	 

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarr.ya telah 	 

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 	

Republik Tndonesia, sebagaimana ternyata dari 	 

Suratnya tanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua 

ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-21536 ; 	  

- Akta tanggal 30-12-2013 (tiga puluh Desember dua ribu 

tiga belas), Nomor 156, yang dibuat dihadapan ARYANTI 

ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotar.i.atan, 

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 

pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah 

diterima oleh Menteri Hukum dan. Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 	 

Suratnya tanggal 19-02-2014 (sembilan belas Pebruari-

dua ribu empat belas), Nomor AHU-AH.01.10-05589 ; 

Akta tanggal 14-05-2014 (empat belas Mei 6.1a ribu 	

empat belas), Nomor 41, dibuat dihadapan JOSE DIMA 	

SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris 

di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 	  

pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah 	 

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 	 

Suratnya tanggal 28-05-2014 (dua puluh delapan Mei - 



dua ribu empat belas), Nornor AMU-10463.40.22.2014 ; 

- Akta tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua 

ribu lima belas), Nornor 61, dibuat dihadapan JOSE --- 

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan --- 

pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah 	 

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - 

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dad 	 

Suratnya tanggal 05-05-2015 (lima Mei dua ribu lima - 

belas), Nomor AHU-AH.01.03-0929688 ; 	  

- Akta tanggal 24-02-2016 (dua puluh empat Pebruari dua 

ribu enarn belas), Nomor 86, yang dibuat dihadapan 

JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister 

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta 	

Selatan dan pemberitahuan perubahan data Perseroannya 

telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 

Suratnya tanggal 01-03-2016 (sat'u Maret dua ribu enam 

belas), Nomor AHU-AH.01.03-0027720 ; 	  

- Akta tanggal 27-04-2016 (dua puluh tujuh April dua 	

ribu enarn belas), Nomor 88, yang dibuat dihadapan 	

JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister 	  

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta 	

Selatan, dan pemberitahuan perubahan, data 	  

Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan 	

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana 	

ternyata dari Suratnya Langgal 17-05-2016 (tujuh 

belas Mei dua ribu enam belas), Nomor 

AHU-AH.01.03-0048845 ; 

L....,.... 

	

- Akta tanggal 27-04-2016 (dua puluh tujuh April dua 	



ribu enam belas), Nomor 89, yang dibuat dihadapan 

JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister 	  

Kenctariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta 	

Selatan, dan perubahan Anggaran Dasarnya telah 	 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 

Surat Keputusannya tanggal 26-05-2016 (dua puluh enam 

Mei dua ribu enam belas), Nomor 	  

AHU-0010008.AH.01.02.TAHUN 2016 ; 	  

Akta tanggal 09-11-2017 (sernbilan Nopember dua 1- bu - 

tuuh belas), Nomor 31, yang dibuat dihadapan JOSE - 

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan --- 

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan 	 

pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah 	 

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - 

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat 

Penerimaannya tanggal 10-11-2017 (sepuluh Nopember --

dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-0189800 dan 

Nomor AHU-AH.01.03-0189801 ; 	  

Akta tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu 

delapan belas), Nomor 14, yang dibuat dihadapan JOSE-

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 

Notaris di Kota Administrasi. Jakarta Selatan, dan 

pemberitahuan perubahan data Perseroannya Lelah 	 

diterima oleh MenLeri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat - 

Penerimaannya tanggal 13-02-2018 (tiga belas Pebruari 

dua ribu delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0066259 ; 

dan terakh.ir 



1—:-Akta tanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu ---

delapan betas), Nomor 38, yang dibuat dihadapan JOSE-

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan --- 

perubahan Anggaran Dasarnya telah rnendapat 	  

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Republik Indonesia, sehagaimana ternyana dari Surat - 

Keputusannya tanggal 13-03-2018 (tiga belas Maret dua 

ribu delapan betas), Nomor 

AHU-0005770.AH.01.02.TAHUN 2018. 	  

- Menurut keterangan penghadap susunan pemegang saham,- 

susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ----

terakhir adaiah sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan-

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-

tanggal 13-03-2018 (tiga belas Maret dua ribu delapan 

belas), Nomor AHU-0005770.AH.01.02.TAFUN 2018 ; 	 

dan menurut keterangan penghadap tidak ada lagi akta- 

perubahan Anggaran Dasar dan atau data Perseroan 	 

lainnya selain yang telah tersebut diatas ; 

- Salinan resin} dari akta-akta tersebut diperlihatkan 

kepada saya, Notaris ; 	  

- untuk selanjutnya penghadap akan disebut 

	  PEMBERI KUASA 	  

- Penghadap bertindak dalam j3batannya sebagairtana 

tersebLt diatas menerangkan teriebih dahulu kepada 

saya, Notaris : 	  

- bahwa sehubungan dengan proses tender yang diikuti - 

oleh Perseroan Terbatas PT. APLIKANUSA LINTASARTA urrmk 

layanan yang meliputi : 	  

a. Jasa Datacom yang meliputi jaringan jasa Lintasarta- 



Ethernet 	Leased Line, Lintasarta Metro Ethernet, 

Lintasarta SCPC VSAT, 

Lintasarta IPVPN ; 	 

Lintasarta IPVSAT dan 	 

b. 	Jasa internet meliputi Lintasarta Dedicated -------- 

Internet dan Lintasarta Broadband Internet ; 	 

serta jasa-jasa turutan lain yang dikembangkan 

kemudian oleh perseroan seperti penyediaan barang,-

pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan atau 

c. 

jasa lainnya seperti penyediaan jasa 

telekomunikasi, jasa telekomunikasi, 

informasi/aplikasi/komputer dan atau  

jaringan 

jasa system --- 

sejenisnya ; 

yang diadakan oleh instansi pemerintah, BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara), BJMD fBadan Usaha Milik Daerah,, 

dan atau perusahaan swasta dan atau lembaga-lembaca 

lainnya dan atau yang sejenis, 5esuai dengan keLenLuan- 

yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa-

Pemerintah berikut perubahan-perubahannya dan atau 

ketentuan lainnya yang ber...aku. 	  

- Karena satu dan lain hal maka Pemberi Kuasa periu 	

untuk membuat akta kuasa guna kepentingan tersebut ; 

- Kuasa ini diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada 	 

Penerima Kuasa tanpa hak sUbstitusi kepada : 	 

Tuan CHOIRUL FRIYUANA lahir di Malang, pada 

tanggal 26-11-1976 (dua puluh enam Nopember seribu 

sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara - 

Indonesia, Icit*-1.__Incjsala_Ra4i}4-eftft+--C-ie.r.e.r:41 Manager 

PT. APLIKANUq8_LINTASARM,  bertempa:. tinggal di --

Jakarta Timur, Jalan Porselen VI Nomor 1, Rukun 

Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu 

1 • 



5. Menghadiri proses pernbukaan dokumen ; 

6. Menghadiri proses pengumuman hasil tender , 

7. Melakukan klarifikasi ; 

8. Melakukan negosiasi harga dan menanda tangani 

I Berita Acara Negosiasi harga dan atau hasil 	 

Putih, Kecamatan Pub Gadung, pemeganq Kartu Tarida 

Penduduk elektronik Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Jakarta Timur, dengan Nomor Induk 	 

Kependudukan (NIK) 3175022611760006 ; 

	  KHUSUS 	  

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama 

Pemberi Kuasa mengikuti semua proses pelelangan 	 

Pengadaan Barang dan atau Jasa atau tender sebagaimana-

tersebut diatas, yang diikuti oleh Perseroan Terbatas 

PT. APLIKANUSA LINTASARTA. 	  

- karenanya mengenai hat-hat tersebut diatas, Penerima- 

Kuasa dinyatakan sah dan berhak untuk dan atas nama - 

Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan 	 

kegiatan pendaftaran dan penanda tanganan dokumen 	 

administrasi termasuk dokumen yang terbit setelah PT. 

APLIKANUSA LINTASARTA dinyatakan sebagai pernenang 	 

tender, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 	 

1. Mengambil dokumen pendaftaran ; 	  

2. Menanda tangani dokumen yang dibutuhkan untuk 	 

4 
	

proses pendaftaran ; 	  

I 3. Mengikuti rapat, rapat pemberian penjelasan atau --

aanwijzing dan menanda tangani Berita Acara, Berita 

Acara Rapat Penjelasan atau Berita Acara 	 

aanwijzing ; 	  

4. Menyerahkan dokumen-dokumen ; 	  



r7r7;closiasi harga ; 

9. Menandatangani kontrak-kontrak, surat perjanjian, 

surat perintah mulai kerja, surat perintah kerja --

dan dckumen-dokumen iainnya terkait tender yang --- 

yang didaftarkan/dimenangkan (kontrak/dokumen 	 

administrasi) dengan pemilik tender (pelanggan)/ 	

proyek/pemberi jasa/pelanggan pntuk kontrak seni ai 

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan 

atau setara dengan nilai Rp. 1.200.000.000,- (satu-

milyar dua ratus juta rupiah) per tahun untuk 

setiap kontrak atau dokumen administrasi ; dan 

1 10.MeLakukan tindakan lainnya yang diperiukan guna 

terlaksananya Pemberian Kuasa tersebut diatas. 

- Pemberian kuasa ini dibatasi untuk mendaftarkan 

tender sampai dengan nilai maksimal sebesar 

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk 

Setiap kali mengikuti tender ; dan 	  

- Kuasa ini mulai berlaku sejak Akta ini ditanda 	 

tangani dan berlaku sampai dengan tanggal 04-04-2019 - 

(empat April dua ribu sembilan belas). 	  

- Dengan ditanda tanganinya akta kuasa ini maka akta - 

Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa 	  

sebelumnya ainyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.- 

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. 	  

	  DEMIKIANLAH AKTA INI 	  

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, 

pada hari, tanggal dan waktu seperti Lersebut pada 

bagian awal akta dengan dihadiri : 	  

- Nona EKA MUSTIKA NURUIKMAH, lahir di Tegal, pada 

tanggal 16-04-199C (ertam belas April seribu sembilan 



sembilan puluh), Walga Negara Indonesia, 

karyawati, bertempat tinggal di KabLpaten Tegal, 

Srengseng, Rukun Tetangga 304, Rukun Warga 001, Desa-

Srengseng, Kecamatan Pagerbarang, pemegand Kartu 

Tanda Penduduk elektronik Prcvinsi Jawa Tengah, 	 

Kabupaten Tegal, dengan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) 3328055604900003, untuk maksud ini sementara 	

berada di Jakarta ; dan 	  

Tuan WILLIAM ALEXANDER TOSIN, lahir di Jakar:-.a, pada- 

tanggal 18-09-1985 (delapan beias September seribu 	

sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara 

Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Jakarta --

Barat, Komplek Green Ville Blok K Nomor 21, Rukun 

Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Dun Kepa, 

Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk-

elektronik Prcvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

Jakarta Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (N:K)- 

3173051809850002 ; 	  

Keduanya pegawai Kantor Notaris yang saya, 	 ---- 

4 kenal sebagai saksi-saksi. 	  

- Segera seteiah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris 

kepada penghadap dan para saksi, :.aka akta 

ditanda-tangani dan dibubuni cap ibu jari tangan kanan- 

nya oleh penghadap, para saksi, dan saya Notaris. 	 

- Dilangsungkan dengan tanba perubahan. 	  

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dan di bubuhi - 

cap ibu jari tangan kanannya oleh penghadap, para saksi 

dan saya, Notaris. 	  

DIBERIKAN SEBAGAT SALINAN YANG SAMA BUNYINYA 



 	NOTARI S DI JAKARTA, 

URUPIAH 
• .1 

'rrr  •• 	•• ARIUA  DEWIYANT I , SH.  . 

JAKARTA, 02 APRIL 2018 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR 
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR QUA 

JENCERAL SUDIRMAN KAV 56 JAKARTA SELATAN 
LAyANAN INF.ORNIASI DAN PENGADuAN 	PAJAK 1,021) 150020,, 

E? 	Oergaduarq4pa.ak god ,nformag,fyaiak go 

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) -1 
Nomor S-05004628)PPWBIORWPJ 191KP 0203/2018 

Tanggal 30 April 2018 

Nama 	 APLIKANUSA LINTASARTA 	NPWP 	 01 329 929.2-092.000 

Aiamat 	 JL MH THAMRIN KAV 3 fv1ENARA KPP Terdaftar 	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 
THAMRIN LT 12 

Jenis Pajak 	• SPT Tahunan PPh 1771 (E-SPT) 	Tahun Pajak 	2017 

Status SPT 	KURANG BAYAR( 5078482995'IDR) Pembetulan Ke 	0 

Tanggal Terima 	: 30 April 2018 	 Diterima Melalui 	LANGSUNG 

PETUGAS PENERIMA .  

f 
JEFFRY WAHID DARMAWANSYAH 

NIP 19971216 201612 1 004 



mai-cc:11°n 
DEPARTEMEN KEUANGAN RI 
KEMEN1 RIAN K:UANGAN RI 

Mai PENERIMAAN NEGARA 

Peaerimaan Pajak 

Data Pembayaran 

Targgal dar Jam Bayar 	 27/04,2018 17 44 10 	 NTB 	 000676107828 

Tansga1 Buxu 	 30/0412018 	 NTPN 	 50E710UKM45U1100 

Kooe CaDary Ben* 	 008 	 STAN 	 129324 

Data Seloral 

Kode Bong 	 1180408-1385145 

NPWP 	 013299292092000 

Name Waji0 Pa1ak 	 APLIKANUSA LINTASARTA 

Alamat 	 JL MH THAMRIN KAV 3 MENARA THAMRIN LT 12 

Kota 	 JAKARTA PUSAT 

Nomor Objek Patak 

Mate Anggaran 	 411126 - PPh Pasal 25 Badan 

Jens Setoran 	 200 - Tamunan 

Jumiah 	 IDR 	 5.078,482.995,0E 

Tertian 	 Lima %hot' Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan PJIUri Dua P.:Ou Sembilan Ratus 
Sembdan Puluh Lima Rupiah 

Nornor Ketetapa^ 	 000000000000000 

Jer:, KetetaDa,  

Masa Pajak 	 Januan - Desember 

Tahun Pajak 	 2017 

Remark 

Customer Reference Number 

Extended Payment Dated 
	

PPh Pisa,  25 Badan 2717 

Th.3.3 a computer generated message and reoutres no signature 

imformas,  ir, nand cetakan komp.iter dan Uclak niernerlukan landa tangan 
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	  CEL]  I 	E ri—T- 
• Ping.ankirce,...o, yang Con. ^. a •F.^ ̂ ar A larva,. ..,as , vynon rAr-Asan ,rat bk, - cot.roua hir 31 Roar) ' 

( 	) (2) (3, 

I 	PENGHASILAN NETO FISKAL 
(Dis,  dart Formula 1771.1 Norm 8 Kolom 31 1 	. 437.869.757.444 

1 

I 

2 	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 
(Dest clan lamo.ran Khusus 2A Jumlah Kclom 8)  2 

0 V 

of 
3 	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 	

1-3 437.869.757.000 

B
.  P

R
A

 T
E
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4 PP/1 TERUTANG /Pith salah sate Nowat dengan knteria Wajlb Patak Untuk lobell adasnya. that Buku Petunalk Pawnor, SPT) 

a 

Is 

c 

.X Tarr( PPt, Ps 17 Ayat (1) Hutu, b X Angka 3 

Tart PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 

Tani PPh Ps 31E aya1(1) 

q 109.467.439.250 

,Ldlal 4,,,,, Fettolul,) 

5 	PENGEMBALIAN ; PENG:JRANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 
(PPh Ps 24) YANG TELAH DIPERH'TUNGKAN TAHUN LALU 

5 0 

8 	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 • 51 LI 109.467.439.250 

7 	PPh D!TANGGUNG PEMERINTAH R royek Bahian Luar Negev) 
0 

8 	a 	KREDIT PAJAK DALAM NEGER! 
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I 

82.579.121.499 
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d 	JUMLAH (10a • 1 Ob • (0c) 10e 82.579.121.499 
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12 	ppn YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL 2 7 0 4 2 0181 
1 

13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON 

a nOIRESTITUSIKAN 	 0 	DIPERHTUNGKAN CENGAN UTANG PAJAK 

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu . 	Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) 

F.1.1.32.14 
INN 



Halaman 2 Formulir 1771 

Rupiah •) 

(2) 	 i 	 (3: 

14a 436.672.622.533 

b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 
PENGHASILAN BRUT° 
(Oust dan Formukr 177)-IV Jumlah Bagian B Kokom 3) 

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771 I 1771.11 1771-111 1771-IV 1771-V DAN 1771-V1 
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA 

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 a 

b LAPORAN KEUANGAN 

x 1 

e 1  

1 

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN.ELEMEN DART LAPORAN KEUANGAN (Lampran Khusus 8A-1 8A-2 8A-3 r dA.-4 r 8A-5 8A-6)* 

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lamp,ran Khusus IA Buku Petuniuk Pengisian SP1 )* 

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Ilampiran KhuSus 2.A Buku Petuniuk Pengisian SPTI* 

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL iLampiran Khusus 4A Buku Petuniuk Peng,stan SPTi' 

91:1] DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN ,Lampiran Khusus 5A Buku Peturjuk Pengistan SPT)• 

• 1 	1 SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE•3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bag,  BUT) 

i. 
1 	1 

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT 14) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPTY 

x 

14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR 
PENGHITUNGAN ANGSURAN 

b KOMPENSASI KERUGIAN 
(Dust dan Lampiran Khusus 2A Jumlah KOIOrn 

c 	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a • 14b) 

d PPb YANG TERUTANG 

(Tan) PPh dart Began B Nomor 4 X 14c) 

e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS 
PENGHASILAN YANG TERMASUK CALAM HURUF 14 a 
YANG DIPOTCNG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN 

PPh YANG IIARUS DIBAYAR SENDIRI (14d • 14e) 

g 	PPP PASAL 25 (1/12 X 14 f) 

14b 

141 I 

141 

14e 

14) 

149 

0 

436.672.622.000 

109.168.155.500 

21.809.834.756 

87.358.320.744 

7.279.860.062 

z 

z 

1 

ii 

5 a 	PPh FINAL 
!Di's,  dan Formuitr 1771-IV Jumlah Baglan A Kolorn 51 1.008.515.856 

97.350.000.000 ri;,7 
{
15a 

4 

 

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI Lamptran Khusus 7A Buku Petun,uk Pengsar SPT,' 

SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan) 

LAPORAN AUDIT 2C17 

DAFTAR NOMINATIF 2017 

DAFTAR NOMINATIF PEMASARAN 2017 

0 4 2 0 1 8 a X 

e* =LT]  I K U 

0 1 5 9 
S T 

3 7 5 0 0 0 

TANDA TANGA4 DAN CAP PERUSAHAAN : 

8 

S 

WAJIB PAJAK 	b I I KUASA C JAKARTA PUSAT 

NAMA LENGKAP 
PENGURUS KUASA 
NPWP 

2 6 

F.1.1.32.14 
MIN 

41I 

k 

m 

n 

(1) 

16 a El AO T'ansaks, Da)am Hubungan Istunewa danratau T'ansaks Cengan P:hak Yang Merupakan Penouduk Negara Tat Heaven Country 
YJapb MeIam.oIrkan Lampiran Khusus 3A 3A-1 dan 3A•2 Buku Petuniuk Pengisian SPT) 

T:dak Ada Transaks,  Dalam Huoungan Istrnewa daniataL Transaksi oengan P,hak Yang Merupakar Penduduk Negara Tax Heaven 

Cr..unrry 



12.542.668.848 

20 387 390 403 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

48.181.033.330 

81 111 092 581 

1771 - 
a 
2 	KEMENTERIAN KEUANGAN Pi 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

LAMPIRAN - I 
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL 
2 0 1 7 

N P VV P 
	

0 1 
	

3 2 1  9 
	

2) 
	

0 9 2 
	

0 0 0 

NAMA VVAJI8 PAJAK 
	

P  L 
	

K A'N LU S 
	

N T A S 

PEI:CODE. PEMBUKLJAN 
	

0 
	

1 7 
	so 	1 2 1 

NO.  URAIAN  RUPIAH 

(1) (3) (2) 

1: 

Id 

le 

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI 

a 	PEREDARAN USAHA 

b 	HARGA POKOK PENJuALA% 

c 	131A YA USAHA LAINNYA 

tl 	PENGHASILAN NETO OAR,  USAHA ( la - 10 - lc 

e PENGHASILAN DART LUAR USAHA 

I 	BIAVA DAR. LUAR USAHA 

9 	PENGHASILAN NETO DAP,  LUAR USAHA e - IN 

h JUMLAH (II • Iv 

PENGHASILAN NE TO KOMERSIAL WAR NEGERI 
!Dos. clan larno.ren Khusus 7A Kolom 4, 	...... 

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (th • 2) . 	  

2 244 831 584.195 

1 840 303 203 079 

404.528.481.116 

79.647 212.066 

1 909.956 541 

67 737 255.525 

4'2 235.736 641 

0 

472 265.736.641 

2. 

3 

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPR FINAL DAN 
YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 	  

4 4.034.063.426 

5 
	

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF 

a BIAYA YANG DIBEBANKAN 1 OIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 
PEMEGANG SAHAM SEKUTu ATAU ANGGOTA 

b. PEMBENTUKAN A •Au PEMU.UKAN DANA CADANGAN 

c PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN TAU 
JAZA DALAM BEN-UK NATURA DAN KENIKMATAN 

tl JUMLAH YANG MELEBIHIKEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA 

PEMEGANG SAHAMI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN . ..... 

e HAR rA YANG DIHIBAHKAN. BANTuAN ATAU SUMBANGAN 

I PAJAK PENGHASILAN 

GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PEPSEKU!UAN FIRMA 

ATAU CV YANG MODALNYA TIDA, TERBAGi ATAS SAHAM 

h SANKSIADMINISTRASI 

SELISIH PENYUSU,AN KOMERSIAL Di ATAS PENYuSu*A.N FISKAL 

SELISIH AMORTISASI KOMERSLAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL 

k. BIA 0A YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA 

I. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF L.AINNYA 

T. JUMLAH 5a s 

So 

5e 

5' 

tl 

5. 

5k 

5m 

5a 

5b 

0 

8 	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF 

a SELISIH PENTUSU-AN KOMERSIAL DI BAWAH PENYuSuTAN ciSKAL 
	

oa 

b SEUSIM AMORTISASI KOMERSIAL Di BAN", AMORTISASI FISKAL 

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKuANNYA 

o PENTESLAJAN FISKA). NEGATIF LAINN,A 

e se 

6b 

6c 

33 766.994 623 

0 

77 706 013 729 

111.473.008 352 

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO 

TAHUN KE 	7 a 0 	( 0.is Oar,  Lampiran Khusus 4A Angka 50) 
	

0 

7 

PENGHASILAN NET() FISKAL (3 • 4 • 5m • 6e - 70) 	  6 437.869.757.444 8 

CATATAN zo,noahluaniumlah Av.* 8 ke Formuhr 1771 muruf A ?ngka 

D 1 1 12 31 
EMI 



61 71 z 
1771 - II 

2 	KE MEW ERiAN KLUANGAN RI 
ouREKTONAT ANMPAt PAJAK 

LAMPIRAN - II 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA 

0 0 0 N U S NTASA NAMA WAJIB PAJAK 1111E11:111111113113 NPWP F-011 3 ! 2  Lt  ECE Fl to a 

z 
tal PERIODS PFMBUKUAN 

1. °1411. 7_ 1 
s.d 

I.  1  1  2  I 1 	7  1 

NO. PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN 
(Rupiah) 

BIAYA USAHA LAINNYA 
(Rupiah) 

(4) 

BIAYA DAR! LUAR USAHA 
(Rupiah) 

(5) 

JUMLAH 
(Rupiah) 

(1) (2) (3) (6) = (3) + (4)* (5) 

1 PEMBEL1AN BAHAN/BARANG DAGANGAN 0 0 0 0 

GAJI. UPAH. BONUS. GRATIFIKASI 0 335 408 739.306 335 408 739.306 
HONORARIUM. THR, DSB 

3. BIAYA TRANSPORTASI 0 16.814.527.889 0 16.814.527.889 

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 0 298 794.728.234 0 298 794.728.234 

5.  BIAYA SEWA 0 956 516.336 365 0 956 516.336.365 

6.  BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0 0 

7.  BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0 131 245.411 974 0 131 245.411.974 

8 BIAYA PlUTANG TAK TERTAGIH 0 12.515.186.622 0 12 515 186.622 

9.  BIAYA ROYAL TI 0 0 0 0 

10.  BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 9 930.945.629 0 9 930.945.629 

11.  BIAYA LAINNYA 0 79 077 327 060 11 909.956.541 90 987 283.601 

12.  PERSEDIAAN AWAL 0 0 0 0 

13 PERSED1AAN AKHIR ( 	) o 0 0 0 

JUMLAH 1 s.d 12 DIKURANGI 13 0 1 840.303 203 079 11.909 956 541 1.852.213 159.620 

Catalan  
■ Nomor 1 untuk perusahaan dagang 	pembettan barang dagangan. untuk perusahaan industn dust pembellan bahan baku bahan penolong dan barang jadi. 

■ Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee. professional fee, dan rasa Iatnnya 

I Nomor 11 dust dengan total biaya yang tidak tertarnpung clalam perincian 1 s.d. 10. 

■ Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang duty,  total persediaan ashal dan akhir barang dagangan. untuk perusahaan industri chisi total persediaan 

awaVakhtr bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang wit 

D.1.1 32.54 



F U LS s IA NAMA WAJIB PAJAK NPWP 	1011 3 9 2 9 2 T 0 9 2 0 0 A 2 L K A I N  T A N A R T A 

PERIODE PEMBUKUAN 7 2 7 0 1 1 1 1 5 0 

ID
E

N
T

IT
A

S
 

LAMPIRAN - III 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

T
A

H
U

N
 P

A
JA

K
 

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 

1771 -III 
2 	KEMENIERIAN KEUANGAN RI 

(-NM" K TORAT JENDERAL PAJAK 

2 0 1 7 

NO PEMOTONG PEMUNGUT PAJAK 
NPWP 

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN 
RUPIAH 

(5) 

PAJAK PENGHASILAN 
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT 

(RUPIAH) 

(6) 

BUKTI POTONG / PUNGUT 

NAMA JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI 

(4) 

NOMOR TANGGAL 

(1) (2) (31 (7) (8) 

1 DISKOMINFO KABUPATEN LANGKAT 81.209.627.9-119.000 Pembelian Barang Oleh Bendaharawan 908.808.920 13.632.134 SSP.2 12/12/2017 

2 DISKOMINFO KABUPATEN LANGKAT 81.209.627.9-119.000 Pembelian Barang Oleh Bendaharawan 3.635.235.680 54.528.535 SSP.1 12/12/2017 

3 PT MEGA MAHADANA HADIYA 03.296.726.7-017.000 Imbalan/Jasa Lainnya 3.150.000 63.000 000116/PPH23/MHD/01 01/02/2017 
/2017 

4 vr.MEDIA SARANA DATA 02.961.473 2-541.000 Imbalan/Jasa Lainnya 1.200.000 24.000 MSD/01/0117/023 01/02/2017 

PT.MEDIA SARANA DATA 02.961.473.2-541.000 Imbatan/lasa Lainnya 3.600.000 	 72.000 MSD/01/0117/022 01/02/2017 

6 PT.MEDIA SARANA DATA 02.961.473.2-541.000 Imbalan/Jasa Lainnya 1.500.000 30.000 MSD/01/0117/021 01/02/2017 

7 PT MNC KABEL MEDIACOM 03.256.238.1-021.000 Imbalanflasa l ainnya 3.200.000 64.000 000275/PPH23 MKM/2 01/02/2017 
17 

8 PT.MEDIA SARANA DATA 02.961 473.2- c41 .000 Imbalanaasa Lainnya 3.600.000 72.000 MSD/01/0117/020 01/02/2017 

9 PT.MEDIA SARANA DATA 02.961.473.2-541.000 Imba!an/Jasa Lainnya 3.000.000 60.000 MS0/01/0117/019 01/02/2017 

10 PT. LINFOX LOGISTICS INDONESIA 02.058.887.7-058.000 Imbalan/Jasa Lainnya 52.620.000 1.052.400 040/LL1-23/1/2017 01/02/2017 

11 BANK BPD BALI KANTOR 01.111.849.4-904.000 Imbalan/Jasa Lainnya 1.161.000 23.220 009825/PPH23 01/02/2017 

12 FT.MEDIA SARANA DATA 02.961.473.2-541.000 Imbalan/Jasa Lainnya 5.000.000 100.000 MSD/01/0117/018 01/02/2017 

13 PT.MEDIA SARANA DATA 02.961.473.2-541.000 Imbalan/Jasa Lainnya 5.000.000 100.000 MSD/01/0117/017 	01/02/2017 

D.1.1.32 32 



PEMOTONG PEMUNGUT PAJAK 
NAMA NPWP 

(2) (3) 

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA 01.308.508.9-218.001 

PT. BINA RUANG INDONESIA 70.994.683.4-721.000 

PT. CITRA VAN TTTIPAN IULAT 01.308.521.2-073.000 

PT DIANTA DAYA EMBARA 73.573.487.3-017.000 

NO. 

(1) 
125 

12501 

1250 • 

1250 

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN 
PAJAK PENGHASILAN 

YANG DIPOTONG DIPUNGUT 
(RUPIAH) 

BUKTI POTONG / PUNGUT 

JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI RUPIAH NOMOR TANGGAL 

(4) (5) (6) (7) (8) 

Imbalan/Jasa Lainnya 

Inbalannasa Lainnya 

Imbalanflasa Lainnya 

Imbalan/Jasa Laimya 

206.018.200 

8.000.000 

35.036.000 

4.300.000 

4.120.364 

160.000 

700.720 

86.000 

2290912/04770/PPH23/ 
12/17 

000005/PPH23/8RIPUI) 
2017 

003033/PPH23 

000012/DDERPH23/X1I 
/2017 

31/12/2017 

31/12/2017 

31/12/2017 

31/12/2017 

JUMLAH 21.809 834.756 

Catatan ;  
Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. 

Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formuhr 1771 Huruf C Angka 8.a 

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SEND:RI SESUAI DENGAN BENTUK INI 

D.1.1.32.32 

OMNI 



TA
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A
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2 0 1 7 

9 2 9 2 3 2 9 0 0 0i 0  

TIA  T A A K P S A U L N A A L S R FFTT  
s ci 7 0 

NPWP 

NAMA WAJIB PAJAK 

PERIODE PEMBUKUAN 

9 

N 

7-2-F171  

NO JENIS PENGHAS' 
PENGHASILAN BRUTO 

(RUPIAH) 

(1) (2) (3) 

BANTUAN SUMBANGAN 0 

2 HIBAH 0 

3 DIVIDEN r BAGIAN LABA DART PENYERTAAN MODAL 
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA ,Pasal 4 Ayat (3) Hurul F UU PPI1) 97 350 000 000 

4 IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN 0 

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA 
OAF. ) BADAN PASANGAN USAHA 

0 

SISA LEBH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA 
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU 
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAN TERDAFTAR 
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA YANG DITANAMKAN KEMBALI 
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGLATAN PENDIDIKAN DAN 
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pas* 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh) 

0 

7 0 

JUMLAH BAG,AN B 	 JBB 
1  

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 

97.350.000.000 

1,4•111••••• Nom& Int .••••111,  ova 1111.A” 

F
O

R
M

U
L

IR
 

1771 - IV 
KEMENTERLAN KEUAt4GAN PI 

DIREKTORAT JENOERAL PAJAK 

LAMPIRAN - IV 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 

_ 

BAGIAN A : PPh FINAL 

NO. JENIS PENGHASILAN DASAR PENGENAAN PAJAK 	TARIF I 
(RUPIAH) 	 l'A) 

PPh TERUTANG 
(RUPIAH) 

(1) (2) (3) 	 (4) (5) 

I BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN 
DAN DISKONTO SRI I SPN 5 042.579 282 	20.00 1.008 515.856 

2 BUNGA. DISKONTO OBLIGASI 
YANG DIPEROAGANGKAN : OILAPORKAN 
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK 

0 	,00 

3 PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG 
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK 0 	.00 

4 PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM 
MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA .00 

PENGHASILAN USAHA PENYALUR. DEALER/ 
AGEN PROUK 8BM 

0
• 

.00 

6 	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK A7.A.5 
TANAH ,, 8ANGUNAN 

0 .00 

7 	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 
TANAH i BANGUNAN 0 .00 

8 IMBALAN JASA KONSTRUKSI 

0 

AIMIIIIKIIIIIIWINIIIMIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

.00 0 a 	PELAKSANA KONSTRUKSI 

b 	PERENCANA KONSTRUKSI 0 ,00 

C 	PENGAWAS KONSTRUKSI 0 .00 0 

9 PERWAKILAN DAGANG ASING 0 .00  

10 PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 0 ,00 0  

11 PELAYARAN DAWN NEGERI 0 .00 

12 PENILAIAN KEMBALI AK TIVA TETAP 0 .00 0 

13 TRANSAKS. DERIVATIVE YANG 
DIPERDAGANGKAN DI BURSA 

0 .00 0 

14 0 0 0 

JUMLAH BAGIAN A JBA 1.008 515.856 

•••••••••••• •••••••• I 77. 11•••• • 	'S/Ali,  • 

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 

0.1.1.32.34 



KEMENTERIAN KWANGAN P1 
DIREKTORAT .ENDER.L 

7,  1771 -V 

2 
0 2 7 

LAMPIRAN - V 
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

CAVIAR PEMEGANG SAHAMPEMILIK 410061. CAN J1".' A. frVIOEN YANG OiliAGixa, 

CAFTAR SUSUNAN PENGIJRUS DAN KOMISARIS 

NPWP 0 1 3 21 9 91 2 	9 ol 81 2 1 	0 0 0 

NAMA WAJIB PAJAK A P 	L K A N U S A 	till  N T A S A R T A 

O PERIODE PEMRUKUAN 0 7 1  s 	1 2 1 17 '  

T
A

H
U
N

 P
A

J
A

K
 

NO. NAMA 

(2) (I) 

1 	rPT INDOSAT 

2 , YAY. KESEJAHTERAAN 
1KARY BANK 
IINDONESIA 

1

YAY. PERBANAS 

4 	YAY. DANA PENSION 
BANK RAKYAT 
INDONESIA 

5 	YAYASAN 
I KESEJAHIT.RAAN 
;PEGAWAI BANK 
TABUNGAN NEGARA 

6 	I DANA PENSIUN BANK 
I DKI 

7 	KOP. KOPERAS1 
TELKOM 

8 jKOP. KARYAWAN PT 
I Apt IKANUSA 
LINTASARTA 
(KOPKARLA) 

9 	KOP. PEGAWAI 
INDOSAT 
KOPINDO-SAT) 

10 DANA PENSIUN BANK 
OMB NIAGA 

ALAMAT 

(3)  

1
31. MEDAN MERDEKA 
BARAT 21, GAMBIR 
JAKARTA PUSAT 

KOMP. BIDAKARA, 
DEPOSITO VI NO.12-14, 
MENTENG DALAM, TEBET, 
JAKARTA SELATAN 

GRIYA PERBANAS LT.1, JL. 
PERBANAS KARET 
KUNINGAN, KUNINGAN 
SETIABUDI, JAKARTA 
SELATAN 

R.. VETERAN II NO.15 
i LT.2,GAMBIR JAKARTA 
PUSAT 

WISMA PJRNA BATARA 
LT.7, JL. KESEHATAN 
NO.56-58, JAKARTA PUSAT 

4.831.409.919 

3.544.277.547 

2.033.296.066 

1.912.044.466 

699.528.463 

615.585.048 

279.811.386 

NO.  

(I) 

1 

2 

3 

4 

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM I PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 

RUKO MEGA GROSIR 

JUMLAH MODAL DISETOR 

RUPIAH 

14) (5; 

01.000.502.3-092.000 90.333.000.000 

01.585.723.8-062.000 9.246.000.000 

01.374.586.4-011.000 6.624.000.000 

01.391.353.8-073.000 6.466.000.000, 

01.635.451.6-028.000 4.738.000.000 

01.358.938.7-027.000 2.724.000.000 

NPWP 

(6) 

72,36 

7,41 

5,31 

5,18 

3,8 

2,18 
CEMPAKA MAS BLOK Q 
NO.17, JL. LETJEN 
SUPRAPTO, SUMUR BATIJ 
KENIAYORAN, JAKARTA 
PUSAT 10640 

JL. CIWULAN NO.23, 	1  01.531.854.6-441.000 
CIHAPIT BANDUNG 
VvETAN, KOTA BANDUNG 
JAWA BARAT 

GEDUNG KOPKARLA 1, IL 01.620.587.4-073.000 
LEBAK BULUS RAYA NO.7, 

 

RT 003 RW 002, JAKARTA I  
SELATAN 

PL. MERDEKA BARAT 	1 01.322.968.7-073.000 
IN0.21 GAMBIR, JAKARTA 
1PUSAT, DKI JAKARTA 

ll. RS FATMAWATI NO.20 01.373.058.5-062.000 
LT.2, RT 014 RW 003, 
CIPETE SELATAN, 
CILANDAK, JAKARTA 
SELATAN DKI JAKARTA 

2.553.000.0001 2,05 

1 
931.000.000 ,75 

830.000.000 ,66 

385.000.000 ,31 

DIVIDEN 
(Rupiah) 

( 7  ) 

67.490.506.129 

6.911.341.216 

4.952.661.519 

JUMLAH 

 

JBA 124.830.000.000 100 93.270.461.759 

      

BAGIAN B DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS 

NAMA ALAMAT NP W P 

(2) 3) 4 

[RONALD WAAS 31. LOMBOK NO.14, RT/RW 
003'005, GONDANGDIA, 
MENTENG JAKARTA PUSAT 

06.990.370.6-076.000 Presiden Kansans 

SOEPRAPTO, SIP H JL. KENCUR 1 BLOK L 
NO.21-22 KPAD CIBUBUR, 
RT 008 RW 008, CIBUBUR 
C1RACAS, JAKARTA 11MUR 

05.749.669.7-009.000 Kornisans 

HERFINI HARYONO 	JL. SIAGA SWADAYA 46A, RT' 
.004 R1% 004, PEJATEN 
EiARAT 

38.313.334.5-017.000 	Kormsans 

1JOY WAHYUDI 	 1KOMP. TAMAN KB. JERUK 17.677.670.6-035.000 	1 	KomisariS 

JABATAN 

0.1.1.32.35 

MIN 



5 EMMY IRIAN' KASIM 

6 AVILIANI 

7 FERRY SURYANA 

8 	IARYA DAMAR 

9 	IALF1 ASMAN 

10 	I GINANDJAR 

11 	ARYA NARAYANA 
SOEMALI 

12 	. TUTI KUSTIATI 
SOEROSO 

IBLOK 3.8 NO.4, RT 003 RV/ 
012, SRENGSENG 
KEMBANGAN, JAKARTA 
BARAT 

WARINGIN PERMAI BL E 
NO 5, RT 07 RW 07, 
CIPINANG MELAYU, 
MAKASAR JAKARTA TIMOR 
APT PERMATA EKSEKUTIF 
LT.3 TW.1, JL. POS 
PENGUMBEN RAYA , RT 001 
RV: 006, KELAPA DUA 
KEBON KRUK, JAKARTA 
BARAT 

OTISTA V NO.6, RT 001 	49.389.929.8-002.000 	Komisarts 
RW 008, B1DARA C1NA, 
JATINEGARA, JAKARTA 
TIMUR 

PL. PINGUIN II CC-16, RT 08 	06.951.369.5-411.000 	Direktur Utama 
IRV.,  08, PONDOK BERING 
IPONDOK AREN, TANGERANG 

KRAMAT KOSAMBI 11'18. 	07.548.917.9-003.000 	Direktur 

1
RT RV. 011;017, CIPINANG 
PULOGADUNG, JAKARTA 
TIMUR 

JL. FLAMBOYAN III, 	 49.041.596.5-402.000 	Direktur 
LARANGAN UTARA, 
LARANGAN TANGERANG 

CEMPAKA LESTARI I 	06.724.023.4-016.000 	Direktur 
NO.12A, RT 004 RV: 007, 

ILEEAK BULUS CILANDAK, 
JAKARTA SELATAN DKI 
JAKARTA 12440 

IlL. TABANAS NO.46, RT 003 	59.101.753.8-015.000 	Direktur 
RV/ 006, MENTENG DAIAM, 

IJAKARTA SELATAN 

	

49,445.117.2-005.000 	Komisarts 

	

09.124.075.4-035.000 	Komisans 

JIKA FORMUUR INI TIDAK MENCUKUPI. DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI OENGAN BENTUK INI 

0.1.1.32.35 

NNW 



0 1 1 3 9 2 

IPiT I K A L A N 

s0 2 7 7 1 1 

0 0 0 

T L N A A R A 

NPWP 

NAMA WAJIB PAJAK 

ERODE PEMBUKUAN 

CI  2  CI 

U LS I A 

JUMLAH PENYERIAAN MODAL 

(RUPIAH) 4/0 

(5) (6) 

110.000.000.000 55,00 

2.800.000.000 	70,00 

2 

(5) (6) 
NO. NAMA 	 N P VV P 

1 	PT LINTAS MEDIA DENAWA 02.655.021.0-013.000 	2.450.000.000 2013 
1  

(2) 	 (3) 
JUMLAH PINJAMAN 

iRUP1AH) 

(4) 
BUNGA/TH 

(%) 

(1) 
TAHUN 

MIN 

1771 - VI 
,JANGAN 

fARE.TC.PAT JENDERAI. PA,A, 

      

      

LAMPIRAN - VI 
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

 

T
A

H
U

N
  P

A
J

A
K

 

   

 

0 1 OAF TAR PENYERTAAN MODAL PADA PERJSANAAN AFILIASI 

DAFTAR PINJAMAN IDTANG,  DAM PEMEGANG SARAN,  OAN:ATAu PERUSAmAAN AFILIASI 

OAF TAR PINJAMAN (PIUTANG)KEPAOA PEMEGANG SALAAM DAPLATAU PERUSAMAN AFILIASI 

 

    

       

       

O 

BAGIAN A 	: 	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 

NO. NAMA ALAMAT NPVVP 

(1) ;3) '4) 

PT ARTAJASA JL. LETNAN SLITOPO 01.980.610.8-073.000 
PEMBAYARAN KAV.B1/3, LENGKONG 
ELEKTRONIS GUDANG TIMUR, 

SERPONG, TANGERANG 
SELATAN, BANITEN 15321 

2  PT UNITAS MEDIA GEDUNG RPX CENTER 02.655.021.0-013.000 i DENAWA (FEDEX) LANTAI 1, K. 
CIPUTAT RAYA NO.99, 
PONDOK PINANG, 
JAKARTA 

 

JUMLAH JBA 112.800.000.000 

      

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 

TAHUN NO 	 NAMA 
	

NPWP 	 JUMLAH PINJAMAN 
(RUPIAH) PIA H) 

BUNGA/TH (%) 
(1) 
	 (2) 	 (3) 

MOAN C : DAFTAR P1NJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DANIATAU PERUSAHAAN AFILIASI 

LJIKA FORMULIR INI T1DAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 

(4) (5) (6) 

D.1.1.32.36 



BIJIAN 1AHIIN  
PERO( EHAN 

1/`011 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

I/1013 

1/2013 

121013 

1/2013 

1/1013 

1/1013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

1/2013 

NMAI SISA BUKU FISKAL 
AWAL TAHUN 

(RUPIAH) 

METODE 
PENYUSUTAN / AMORTISASI 

KOMERSIAL 	FISKAL 

PENYUSIITAN / AMORTISASI 
FISKAL TAHUN INI 

(RUPIAH) 
CATATAN 

O (-.1 	 ,',1 

O (.1 	 ca 

C.L 	 GL 

O a 	 G. 

o CA. 	 GL 

01 	 4...t. 

ii 	61. 	 W .  

O (.1 	 it 

o Cl. 	 ( a 

O Gi 	 GI 

o G1 	 Co 

O GI. 	 GL 

O GL 	 (.1 

O Q 	 (14 

O Gt. 	 GI 

O a 	G1 

O 0* 	 a 

o a. 	GL 

o a 	a 

O a 	GI. 

S.324 Hardware JI 

5.324 Hardware 19 

5.324 Hardware IA 

5.314 tta.l.ue P 

5.324 Hardware 15 

5.324 	114.3v...ire 35 

5.314 rtardwons 34 

5.114 Itardware 32 

5.314 tlaittoare 43 

5.324 	 30 

5.324 Han/ware 29 

5.324 Hardware 18 

5.314 turd...or 27 

5.324 13ar0..c.c 33 

5.324 Hardware 40 

5.324 Hardware 42 

5.324 garowue 23 

5.324 Hardware 4.1 

5.124 	/lardw.sre 

5.324 11,0etior 44 

LAMPIRAN KHUSUS 
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7  
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL 

N P W P : 0 II 3 2 9 9{2 9 0 9 2 0 0  U NAMA V/A118 PAJAK P T A P L 11  K A N U S A L N A S A R T A 

KELOMPOK / 31-NIS 11AR IA 

Peril moltapon Lam, sewn, tek-ns. 

Perienykap.ln Lion, wper. televisi 

Peden9aataan tarn, seprrta teleMst 

Peiten9kvanlasn. seperb leatms4 

Periencilupan 	%epee. tele..nd 

veoent*.ipAn Ien. seper0 triemm 

Pefitmgk..man leer, wper. televtst 

PerlenpkapAn Lon wperti relev.se 

Peckm.alotian von. setiN1 tek,1,1  

P....terma.man Liao. mperti tele.. 

Perlenqltapan I.wo. seper0 telemal 

Per1ennkapan Len. wt.,. tele.... 

PerlefujIralpan Ian, sivert, teievial 

Poltmgkapan 	smtert televisi 

etsk,91Lap.ri Lon, wper.1.4,..isi 

Fe‘tentja.apan lard, seperta teleesi 

Perierolkapan lam. cetaell teIe sr 

Perlencjiwpon Iton, Lew,. ttiermi 

Ptrlo-  a9kapati loin, sepero tcaemst 

Pertemskapan 141, cepert tdevia 

ttARC,A KROLDIAN 
(RUPIAH) 

225.000 

17...000 

1/5.000 

225.000 

225.000 

215.000 

225.00(3 

125.0181 

225.000 

225.000 

225-000 

225.000 

325.000 

225.000 

125.000 

115.000 

225.000 

225.000 

125.000 

? 25 0(81  



• 
TUTI KUSTIATI S. ROSO 

• 
LAMPIRAN KHUSUS 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 
TAHUN PAJAK 71 

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL 

NPWP 0 3 1 2 1 9 1 

 

0
1 9 1

2  0171-3  01 NAMA 	PAJAK I PTT A I P I L K A NUS A L INT A S 

KELOMPOK I ANIS HAR TA 

BULAN : 

TAHUN 

PEROLEHAN 

HARGA 

PEROLEHAN 

(RUPIAH) 

Nit Al SISA BUKU FISKAL 

AWAL TAHUN 

(RUPIAH) 

ME TOOF 

PENYUSUTAN i AMOR TISASI 

PFNYUSUTAN / AMORTISASI 

FISKAL TAHUN INI 

(RUPIAH) 

CATA TAN 

KOMERSIAL FISKAL 

Kelornpolc 3 

KelonvOls 4 

Kekxmok_Lisii-Ipip 

JUMLAH AMORTISASI FISKAL 
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAI 
SEt ISIH AMORTISASI t  PINOAHKAN KE FORMULIR 1771.I ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF b) 

9 689 C22 305 
9 689.092 305 

   

1.1 .1  

  

JAKAP TA 2 6 1 	18  1 

   

WAJIR PAJAK 

1A 



2A LAMPIRAN KHUSUS 
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

TAHUN PAJAK : 2 0 1 
d 

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 

219 2 9 2 9 0 3 1 NPWP: P T L I N 1111:111111111121  N  MUM 
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 

TAHUN 
TH 2014 

RUPIAH 

TH 2013 

RUPIAH 
RUPIAH 

0 0 

UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 7 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN 

r0F9 21  0J 0 I  Ol NAMA WAJIB PAJAK : 

11.1 	2015 

RUPIAH 

TH 2016 

RUPIAH 

TH 2018 

(TAHUN BERJALAN) 
RUPIAH  **1  

0 

IAKAR TA PUSA T , 

WAilEi PAJAK, 

0 

F017-1[11J:il 

lint 
TUTI KUSTI SOEROSO 

c- A- TATAN  
• ) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 

••) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM IN1 KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b 

INN 

S A R T A 

--! 

JUMLAH : 0 
I 

TH 2017 

(TAHUN PAJAK INI) 
RUPIAH  •)  



NPWP 0 010  9t2 9 0 1 9 1 2  	[31219 1  

Transaksi 

139.943.936.225 

78.946.619.771 

111.067.786.032 

105.5:0.557.881 

13.058.882.583 

ICegiatan Usaha 

TRANSAKSI PENGGUNAAN 
JASA 

TRANSAKSI PENGGUNAAN 
JASA 

TRANSAKSI PENGGUNAAN 
JASA 

Metode Penetapan Harga 
YarigINgunakan 

Comparable Uncontrolled 
Price 

Comparable Uncontrolled 
Price 

WAN 

LAMPIRAN KHUSUS 
SPT TAHUNAN MAK PENGHASILAN WAIIB PA)AK BADAN 

TAHUN P/UAK : 2 
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA 

0 1 7 

NAMA WAJIB PAJAK / BUT CIEINEID 11113111:1EIEICIMIUMEICICIIINIE13111111111111111 ■ 11111111111111111111100111111111 
DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA 

No 
	

Nama Nitta Transaksi 

PT INDOSAT TBK. 	 K. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, GAMBIR 
JAKARTA PUSAT 

PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS 

PT LINTAS MEDIA DENAWA 

	

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMIUK1 HUBUNGAN ISTIMEWA 	  

JenilTrailst\
\
k? 

	

a©. {7-] 	 Ej  

2 

3 
	PT INDOSAT TBK. 

4 
	PT 1NDOSAT TBK. 

EICJEDE111 9 

Alamat 

3 

4 

5 

2 
JL. LETNAN SUTOPO KAv.B 	t ENGKONG 
GuDANG TIMOR, SERPONG, 1ANGERANG 
50..ATAN, BANTEN 15321 
GEDUNG RPX CENTER (FEDEX) LANTAI 1, 3L. 
CIPUTAT RAYA NO.99, PONDOK PINANG, 

_ JAKARTA 

No Name Mitra Transaksi 
----- 

PT INDOSAT TBK. 

. • ^ 

PT INDOSAT TBK. 

5 
PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELE 

NPWP/ Tax Idetification Number 

"O2550210013000 

010005 

9 

Comparable Uncontrolled 
Price 

Comparable Uncontrolled 
Price 

Comparable Uncontrolled 
Price 

Bentuk Hubungan dengan Wajib 
Pajak 	 

El El [=I El 

Alasan Penggunaan Metode 

lil 
	

El El 

oaaa 
ocaaa 

E] El El 

JAKARTA PUSAT 10141  1J8 

1inta 
TlfT1 KUSTIA SOEROSO 

'AKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI. DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI  



Nama Mitra Transaksi No 

Nama Mitra Transaksi 

PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS 

PT LINTAS MEDIA DENAWA 

No 

6 

7 

in II  moo® CI El 
‘' 

11 	119  CI CI El El 

PT LINTAS MEDIA DENAWA 

4 

El DEED 

LAMPIRAN KHUSUS 
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAMB PAIAK BADAN 

TAHUN PAJAK : 

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA 

 

0 
	

3 2 9 
	

9 2 9 [-2] 0 9 2 

P BIM  P  1111101131MIE11311111111131111312113 R 

 

 

NPWP 

NAMA WAJIB PAJAK / BUT 

2 0 
	

7 

DAFTAR PIHAK YANG MEMIl IKI HUBUNGAN ISTIMEWA 
Bentuk Hubungan dengan Wajib 

Palak 

CI El EICI 

El El 1:11 

El CI El 

ID 	El El 

Alamat Keglatan Usaha 

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMIUKI HUBUNGAN ISTIMEWA 

8 

Jeni iTra 

® a®
ao  

Nilai Transaksi Metode Penetapan Harga 
Yang Dgunakan 

Alasan Penggunaan Metode 

2.665.924.000 Comparable Uncontrolled Comparable Uncontrolled Price 
Price 

3.664.426.450 Comparable Uncontrolled 
Price 

Comparable Uncontrolled Price 

5.391.131.825 Comparable Uncontrolled 
Price 

Comparable Uncontrolled Price 

        

        

 

JAKARTA PUSAT 
	

1 8 

        

WA) 

tiritas 
TUTI KUSTIA • EROSO 

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 



LAMPIRAN KHUSUS 
	 3A-1 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAEB PAJAK BA DAN 

TAHUN PAJAK : , 2 0 	7 
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA 

          

FOT9121 

   

N P V'V P 0 

 

3 2 9 

 

9 2 9 0 0 0 

             

             

NAMA VVAJIB PAJAK BUT T A 1 K AjN U S A L N T A S A R T A 

DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WPJAR TRANSAKSI 

Benkut catatan-catatan khusus yang harm bunt untuk mendukung barwa transaks: yang d4akakan dengan bMak yang memdunyar hutxmgan rst mews tele sesuar dengan 
pnresip kencaran (ann S iength 	dan kelazimai. 

mengena. C4mb,sran Perusahaan Secara P,nct 
Bewasannya kaml teat. m,..rnbuat cat tar tentang 

Ya Tidak 

X 
	pi Struktur kepemdikan yang menuniukkan keter.a.tan antara se:nva perusatnaan data', sat., .Etornuok 0eR.sahaan mulfaniaL 

❑ Struktur organisas. derusahaan Wapb Pa)ak. 

E Ei Aspek-aspek ?perascnal keg atan uSana Wapn Pa)ak tem,a5u., 	fur,49-funtly, 	Liseiengga,akan 
	

beracta ma'am orgarnsas: 

Pe'usahaan wapb Pop. 

\ I 1  Gambaran t r gkungan 1..saha Secara 

2. 	Mengena, Transaks. 
Sahwasannya kam. telah rt...rnbuat catatan tentang : 

Ya 	Ticlak 

Fq 

ri  n 
Transaksi Wa it, Pa)ak dengar perusaraan yang merndunya,  hubungan .stmerda.,: 	\:,.:•<' 

Transaks, Wapb Pa)ak dengan perusahaan yang tidak chdengarus, ore l hu •ngan ik:)...*  ....'`a
...
441 infu,mas, mengenar transaks. pembanding. 

Datam hal Wapb Pa)ak bertindak sebagar phak yang memuat, men verahl4 	mem),43mkan dalim transakst-transaks. sebagaimana 0,sebutkan 

di atas, karni telah menyelenggarakan catatan sebaga. benkut: 	/.,.—..."\-,.:. \ ',..... 
',‘ 	• 	, 

- Keb.jakan penentuan sarga clan daftar harga selama 5 (lurna;.:Off teralho.S.  

• 4kincian tiava dabr.kas: ata,- harga perolehar• ata... b,aya pet\ 	on Asa. , I 

mengena. Catatan liasil t‘r.a.srs kesebandingan 	 . . 4 r...:::—...., 
Bahwasannya karn, telan rnembuat catatan tentang : 	

''.' \\ \\ •,,s.,  

r.rxai Tin KarEktenStik car produk (:barang, lass, 1.-.1.3C4r<n . men"Vuangan. Can lain-latn) yang ditransaks.kar. ,
s\

tru 
 ..,..-,—, i 

CI 7 toasts fungs.0nal yang mert)Itit Oasat iiiin.d1a,  liukannya uansaks. antare Wall: Pa)ak dengan perusahaan yang mempunyal hJbungan istsmewa, 

serrtua risikc-ristko cflasu.nstkan oan..aktr4 i3ikiNa04t1Sakan 0alarr transakS. tersebut. 

CI El Koncbst-kond.f.: ekonom,  pada saat terjaginyariKaks.. 

Cil L x 	
Syarat-syarat 7ansalty-tr 	(terms ortrinsactru,,$), termasuk toga pfnonpan sesua, kontrak antra 'Napa caul,  dengan phak-pihak yang maslh 

memPunya,  hubungartlsi rneW 	..._ egen. 

E7-1  s„teg, ,,,-,s ...,,00.,, ,,,
,40t. 	.941kt melakukan transaks. affiltas.. 

Bahwasannya kam. 	 n .entang : 
mengena. Catatan MengenaA 4 

	
Way). 

telalf 210s  

Yu Tclak 

7 7 Met0dolog,  Pe4fltuan harga yang d:terapkan pieh Wapb Pa)ak, yang -nenunlukkan bagaimana narga yanc mow diperolelt, dan alasan metode tersebut drpibh 

dibandingkan lengan metccle-metode la,nnya. 

E] Data pembenCing yang C.gunikan tiles Wa;.0 Pa)ak untuk menentukan harga transfer. 

E Aphkas. met000109 denertua,  harga transfer dan penggunaan data pernbanding dalam penentuan Sarga transfer. 

JAKARTA PUSAT ; 26/04/2018 

WA)143 PAW, 

1 

1. 

4. 

tintasa 
11.1TI KUSTIAT1 • a ROSO 



1t7 0 TAHUN PAJAK :1 2 

N P Vv P 0 1 3 9 9 9 2  0 9 2 0 0 2 2 0 

S P T A N T A I 	I A IR  T I A U1SiAl MAMA WAJIB PAJAK 

a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM 

NOMOR 

TANGGAL 	23/01/2018 

b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 

TANGGAL 	23/01/2018 

4. PENGURANGAN 50 % TAR:F P.Pn ATAS EMDEN YANG 01BArARKAN 

KEPAIDA PEMEGANG SAHAm LLAR NEGERI 

1 0  2 3 2 011 8 

0 a. 

0 b 

b. 	Rp. 0 

JAKARTA PUSAT , 2 0 4 1 8 

LAMPIRAN KHUSUS 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL 

4A 

CATATAN :  

DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA 

SHAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN 

PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 KE FORMULIR 1771.1 

ANGKA 4 KOLOM (3). 

TUT1 KUSTI SOEROSO 

WAJIB PAJAK, 

1 

2 

3 

4 

5 

DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN • 

1. DALAM VALAS 

2. EQUIVALEN Rp 

3. DALAM Rp 

4. JUMLAH Rp 

BARD 	2. nPER. ,:.SAN 

I. n PE siGURANGAN PE .'41701A5V-AN NETr.s. 

2. [-I  PENYLISUTAls AMPRTISASI D:PERCEPt.T 

2.31 o 

2a2 0 

263 0 

2a4 

a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 

b. PENANAMAN MODAL 

c. DI BIDANG 

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN 

KOMPENSASI KEPUGIAN 4. 0 	',Pin 

REALISASI PENANAMAN MODAL 

a. TAHUN INI 	Ro. 

b. S.D TAHUN INI 	. Rp. 

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL : 

FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a. 

(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK) 

iinta 



010 0 0 1 9 2 NPWP 2 1 2 9 9 0 

P S T T A N A A U I K A R DIM NAMA WAJIB PAJAK : 

NO ALAMAT CABANG UTAMA 

1 PT APLIKANUSA LINTASARTA / mELATI JTARA NO 7D RUKO mELAT1 
SEMARANG 

3 	PT APLIKANUSA LINTASARTA / JL CIUNGWANARA NO 6 RT 02 RW 04 LEBAK 

2 	PT APLIKANJSA UNTASARTA / JL RAYA DARMO NO 54-58 SURABAYA 60264 

SIUWANGI COBLONG BANDUNG 40132 

4 	FT APLIKANUSA UNTASARTA / JL TEUKU UMAR BLOK 812 NO 8 RT 002 RV. 000 
KEL DAUH PURI KLOD DENPASAR BARAT 

5 	PT APL1KANUSA LINTASARTA JL RAYA PENDIDIKAN BLOK Fl NO 2 RT A RW XIV 
TIDUNG RAPPOCINI MAKASSAR SULAWESI SELATAN 

1 8 6 0 1,4 JAKARTA PUSAT 

LAMPIRAN KHUSUS 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

TAHUN PAJAK : 21 0 1 j 7  

• DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN 

111111 

5A 

CATATAN  

APABILA TiDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN 

WAJIB PAJAK, 

lintasari  
TUTI KUSTIA SOERCSO 

I 
NPWP LOKASI 

JUMLAH CABANG 
PEMBANTU 

01.329.929.2-517.001 0 

01.329.929.2-607.001 0 

01.329.929.2-423.001 0 

01.329.929.2-901.001 	 0 

01.329.929.2-805.001 	 0 
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WAJIB PAJAK, 

lintas 
TUTI KUSTTA SOEROSO 

8 

NIB 
LAMPIRAN KHUSUS 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 
TAHUN PAJAK 

1,21 0 1 7 

      

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 

 

          

          

NPWP : 

NO. 

0 

NAMA DAN ALAMAT 
PEMOTONG PEMUNGUT PAJAK 

3 2 a 9 2 9 0 9 2 0 0 0 

JENIS PENGHASILAN 

MAMA WAJIB PAJAK : PT APLIKANUSA LINTASARTA 

JUMLAH NETO 
(RUPIAH) 

(1) (2) (3) (4) 

PAJAK YANG TERUTANG I DIBAYAR 
DI WAR NEGERI  

RUPIAH 	 VALAS 

5 	 (6) 

KREDIT PAJAK YANG DAPAT 
DIPERHITUNGKAN 

(RUPIAH) 

(7) 

TUMLAH 

CATATAN  

DItS1 OINGAN R1NCIAN PER Hui( I I Pt MOTONGAN Pt1411AYARAN PAJAK. 

KOLOM (5) RUPIAH DIISI OE NGAN NII Al KONVERSI DAR1 AN4,KA I')ALAM KOLOM (6) VA1AS, DENGAN MI NGGUNAKAN KURS PAJAK YANG 

BERIAKU PADA TANGGAL PEMRAYARAN / TERUTANGN,A PAJAK DI LUAU NEGERI. 

KREDIT PAJAK YANG DAPAT D1Pt RrilTuNGKAN DAIAM Kul 	/) 	 RERDASARKAN ME TUDE ORDINARY (J(EDI le PER COUNTRY BASIS. 

P1NDADKAN NASA PENJUMIAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771 'AAUP C AKIO 8. b. 

PINDAHICAN HASH PENIUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMUL IR 1771.1 NOMOR 2 

111,A f ORMix IR I NI TIDAK CUKOR DAPAT DIBUAT DICANDAKAN (FOTOKOPI) SFSUAI KI HUTUttAN 



NON 

KUAL/FIKASI 8A-6 

A SAR T A A IPILI I Is A N US A MAMA WA-18 PAJAK 	 IP I T 

LAMPIRAN KHIJSUS 
SPT TAHLINAN PAJAK PE NGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 
DARI LAPDRAN KEUANGAN 

EIDEN 191:191 NPNP 

, 	 say a 'nor, waken brews ape rw, Mien 

, 	 • 

amp,  minyINAK seperiuNnye 	199918 lommetto wmisr sar”.s,-sa,s set,. 7,-  ;a 	' 
siqs DOrlanuiri as alas adalfe senor IRV* C./gilt's 

101 4 1 

/0991 

12161 
C911 

2  n, • JAKARTA PusA; 

S A T I 0 E RIOIS101  

(ill I 

rta  
fa rs,a4 7,., 	dart Cap Peeusevan) 

AAJla PAJAA 	jJ  K.JASA 

c 	'44MA LENGKAP PENGL, PIJSKJAS,  

T I U I TIII 	IK I U I SITII 

8A-8 
TAHUN PAJAK 

2 0 1 

FLEMEN DAN NERACA 

NO.1, 	 URAIAPI 

I 	!RAS DAN SE TARA KAS 

NILAI (RUPIAH) 

• 76 irT 959 408  

NO. i 	 ORMAN 

Ht. TANG uSANA PIWAK KerIGA  

NOUN (RUPIAH) 

69.950.524.986 

2 INVESTASI SEMENTAR4  e5.105 298.622 ouTANG USAHA P99LA YANG ME.NRuNr44 
....115uNGAN ISTIMENA 

0 	2 

3 
	

PIUTANO USAIIA P:mAK KETiGA 15 142 170 558 
	

3 HUTANG EIL/NGA 0 

4 PIUTANG USAMA P1MAK TANG MEMPLINYAI NueuNGAN 
iSTNIEV4K 

MUTANG PAJAK 4 582 rr 325 595 

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIMA KETIG4 S HUTANG ()WIDEN 

6 	NA1 A 'YANG Mast. HAA....ts (Newt 

7 RLJTANG DANA 

38100358.549 

0 

280 381 439 777 
PIUTANG LAIN-LAIN INHAK YANG MEVPUN-+Al .U9UNGAN 

a ISTWEvrA 

7. P9NYISINAN PIv7ANG GU-RAGu 

8. 1:191SE USA 

0 

.44 642 668 549 

0 

9. BEBAN CleA1 AR CAMOKA 

10 UANG 141ilA PEm9EuAN 

70 Ka 48O 0301 201.358 855 

5 220 653 445 

9AGIAN•••J-ANG J414: 
TEVRD 0.4L4MiA-LIN BERJ  

9 VAN: AURA PELA996Ak::. :.i 

0 	tO AEWAJi0,,LN ANC LAR045•$•: • 

AKTIVA LANCE  LAINNys 1332,3 441 450 11 
	

Hu? XVI  9.94 

12 POJTANG JANGKA PANANG 

13 TANAH DAN flANGUMAN 

14 	11v4 TETAP LAJNNv4 

15 01KURANGI AKuMULASI AENTUSUTAN 

16 INvES,AsI PAPA PERLAANAAN AS0514.-S; 

17' thivESTASJ JANGKA PAUJANG LAWN/ 4  

16 mARTA TEAK BERWUJUC, 

19. AKTIVA PA-4414 TANGGuNAN 

20. AKTIVA MAK LANGAN LANNYA 

JUMLAN AR11WA 

12 "WANG AtIZHA...04Gk'sea.JANG .AJAR LAIN 

13  NUTA 	HAS,NGKA PANJANG PIHAK YANG 
mEy., 	 67imEwA 

4 542 450 452 *47 	'A itE10,A.111349 ANGCAPsAN 
CI 	, 

2 966 702 656.491 	15\  tI.01 .118A4/AK LANCAP LANNY.: 

135 746 0'2 51$ < )."4,  YIPC:!4:40664 

0.1A1.4 7,MASAmAN mcDAL 015E7  DR, 

04,AHAN TAHVN•TAHUN SEIIELLAANYA 

_ABA 51T Atic N r am" 1M 

EKUI,  A S LAIN-LAIN 

JUNLAN AKTIVA 

27  368 584.9741  

89 175081 908 

124810300000 

1 040 037 403,118 

352 328 529 098 

0 

3 070 619 747 059 

II. 	ELEMEN DARI LAPOPAN LABA/PUGI 

NO MUM (RLMAN) 

1 	4  
--a 

PENJUALAN °Caw 2 244 831 66 4-195 

2.  PE9SiDAAN AWAL 0 

3.  PENOELJAN 0 

4 PERSEDAAN AKHIR 0 

5 HARGA POKOK PENA:ALA (2 . 3. 4 	•''. 0 

8 LABA KO,OR (1 - 51 2244.831 684 195 

7. sEau, PENJua.....N 1828079 474.077 

61 BEGAN UMuM 	faS 	 137 507 715.323 

9 LAM USN.* 8 - 7 - 81 	 . 478 944 494 . 845 

10 PENGHASILAN t8E8AN1 LAI 8678 758.204 

I mom :ABA mix:A, pERUSAHAAN ASOS:ASI 0 

12 
—.—.. 

LAtelArRUGI SE9EL4JA PAJAK PEW3mAS1LAN (9 . I0. 11) 472 265.736 641 

¶3 BEGAN tMANCAAT) PAJAK PENGMASLAN 119 937 107.543 

14 LASA (RLSII DARI AKTIV1' AS NORMA , .2 - 13) 352 328 629 098 

15 POS LUAR MASA 0 

It LA8A/RUGI SEBELUM HAI,  MINONITAS '14 • 151 352 328.629 098 

17 NAK MINORITAS A'AS LA9A (RtiGit 8ERSIH ANAK PERuSAHAAN 0 

18 LA 13A 9E850.4,15 • 171 152,328.629 098 

III. ELEMEN TRANSAKSI GENGAN PIMAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 

NO. MAK . MINIX 
	

JENIS 'MAMA K SI 
	

NILAI TRANSAASI (RUPIAH) 



IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL 

TAHUN PAJAK 	2 0 1 7 j 

N P VV P 	 1011] 3 2 9 9 2 9 	2 	0 9 2 010 	0 

NAMA WAJIB PAJAK / BUT 	PT 	APL I KA1NU 	 I NT A S A R TA 

II 

III 

IKHTISAR DOKUMEN INDUK 
Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip 

Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length pnriciple). yang memuat info-mast mengenal Grup Usaha 

sebaga; berikut: 

✓ 1 Struktur dan Bagan Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdlksi Masing-masing Anggota 
Grup Usaha 

✓ Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha 

Hada Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha 

	I 
✓ I Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha 

✓ Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi. 

dan 

berikut: 

IKHTISAR 
Bahwasanya 

DOKUMEN LOKAL 
kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjad; dasa' penerapan Prinsip Kewajaran 

Kelaziman Usaha (arm's length principle). yang memuat informasi mengenal Wajib Pajak sebagai 

I Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak 

✓ Informasi Transaksi Afillasi dan Transa!s, Independen yang Dilakukan VVajib Pajak 

✓ Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha 

✓ Informasi Keuangan Wajib Pajak 

Penstiwa-penstiwa/Kejadian-kejadian/Pakta-fakta Non-Keuangan yang Memengaruhi Pembentukan 
Harga atau Tingkat Laba 

PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL 
Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan 
Informasi yang tersedia pada saat dilakukannya Transaksi Aflisast, dan 

tanggal 	bulan 	 tahun 
1. dokumen induk telah tersedia pada tanggal 	1 	3 	0 	_ 	0 	1 	4 	11 	2 	0 	1 	1 	8 

2. dokumen lokal telah tersedia pada tanggal 	75 - 	0 	{ 	0 	I 	4 	1 	2 	i 	0 	1 	I.  8 

Jakarta. 26 April 2019 

Wajib Pajak I kuasa 

114.• 

sarta 
Tut, Kustiati 	ceroso 



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
J1n. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155 

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766 
Laman : www. usu. ac. id  

DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN 

1 Ian 	: Rabu 

Tanggal 	: 21 November 2018 

Pukul 	: 09.00 WIB s.d. 10.30 WIB 

Tempat 	: Kantor Unit Layanan Pengadaan USU 
Gedung Biro Pusat Administrasi USU Lt. 4 
Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 

Acara 	: Pemasukan Dokumen Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Jasa 
Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 

No. 
Nama Jabatan Perusahaaii T ;; a Tang. 

1. Choirul Friyuana General Manager 
West Indonesia 

Regional 

PT.Aplikanusa Lintasarta a..! 



__ 
.r.--,--1)AtialK     PeRedaan 

2 .1. 
I t- Z h 

UJ 	:t 
Y 

rtono, SE 
NW' 10705-122001111001 

4r- 	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
AAA 	UNIVERSITAS SUMATERA. UTARA 

.Rn. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155 
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766 

Laman : www.usu.ac.id  

Medan, 19 November 2018 

Nomor 	: 01/ULP/UND/JLCS-PSI/NON PNBP/2018 
Lampiran : 1 (satu) lembar 
Perihal 	: Undangan Pemasukan Penawaran 

Yth. Direktur PT.Aplikanusa Lintasarta 
Menara Thamrin Lt. 12 
Jl.M.H.Thamrin KAV 3, 
Jakarta Pusat 

Dengan hormat, Sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server 
Untuk DRC PSI USU dengan ini kami mengundang Saudara untuk memasukkan dokumen 
penawaran pengadaan barang pada: 

Hari 	: Rabu 

Tanggal 	21 November 2018 

Pukul 	: 9.00 s/d 10.30 WIB 

Tempat 	: J1. Dr.T.Mansur No. 9 Medan 

Acara 	: Pemasukan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation 
Server Untuk DRC PSI USU 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
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DOKUMEN PENGADAAN BARANG 
Universitas Sumatera Utara 

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 

I. Dokumen Prakualifikasi 
A. Umum 

 

2018 

   

   

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) ini disusun berdasarkan Perattu-an Rektor Nomor 1 Tahun 
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dan Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Non PNBP) USU, beserta perubahannya. 

1.1 PPK (sebagaimana tercantum dalam 	LDP "Lembar Data 
Pengadaan") melalui Pejabat Pengadaan mengundang para penyedia 
barang untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan barang 
dan jasa terkait yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar 
(contoh terlampir) serta Daftar Kuantitas dan Harga. 

1.2 Penyedia Barang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 
barang dan menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jangka waktu 
yang yang ditetapkan dalam Jadwal Pengiriman Barang dan Jadwal 
Penyelesaian Jasa Terkait. 

2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam 
LDP. 

3.1 	Paket pengadaan ini dicadangkan bagi dan hanya diantara Usaha Kecil 
termasuk Koperasi Kecil. 

4.1 Peserta Pengadaan harus memiliki atau memenuhi kualifikasi sebagai 
berikut dan mengisikan data kualifikasi yang sesuai dengan 
Persyaratan Kualifikasi yang tercantum dalam LDP, ke dalam 
Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir) yang terdiri dari Surat 
Pernyataan Minat, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi yang 
memuat keterangan mengenai kompetensi dan kemampuan usaha 
Peserta Pengadaan sebagai berikut: 

(a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang; dan 

(b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan 
manajerial untuk menyediakan barang; dan 

(c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak 
untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi 
pidana; dan 

(d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
pengadaan; dan 

(e) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku; dan 

(f) dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki pengalaman 
menyediakan barang baik di lingkungan pemerintah atau swasta 
termasuk pengalaman subkontrak; dan 

(g) untuk Penyedia Barang yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 
tahun tidak diperlukan memiliki pengalaman sebagaimana 
tercantum dalam huruf f, sepanjang pengadaan barang yang akan 
diadakan tidak mempersyaratkan pengalaman tertentu; dan 

1. Lingkup 
Pengadaan 

2. Sumber Dana 

3. Peserta 
Pengadaan 

4. Persyaratan 
Kualifikasi 
Peserta 
Pengadaan 

4 ! 
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memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas 
lain yang diperlukan dalam pengadaan barang ini; dan 

(i) tidak masuk dalam daftar hitam; dan 

(j) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 

5.1 Peserta Pengadaan dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah 
yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
berlaku. 

6.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk inenyampaikan penawaran 
yang mengutamakan barang dan jasa terkait yang manufaktur, 
pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di 
Indonesia (produksi dalam negeri). 

5. Larangan 
Korupsi, 
Kolusi, dan 
Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan 

6. Pendayagunaan 
Produksi 
Dalam Negeri 

B. Dokumen Pengadaan Langsung 

7. 	Penjelasan 
	

7.1 Pejabat Pengadaan dapat mengadakan acara penjelasan (aanwijzing) 
Dokumen 	 pada tempat dan waktu yang akan ditentukan (bila diperlukan). 
Pemilihan 

11. Dokumen Penawaran 

C. Penyiapan Penawaran 

7. Ilarga 
Penawaran 

8.1 Peserta Pengadaan menanggung semua biaya dan/atau kerugian yang 
terjadi dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 

9.1 Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 10.1 IKPP beserta 
seluruh korespondensi tertulis menggunakan Bahasa Indonesia. 

10.1 Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan harus terdiri 
dari: 

(a) Surat Penawaran (contoh terlampir); 

(b) Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir); 

(c) Jadwal Pengiriman Barang; 

(d) Daftar Kuantitas dan Harga (contoh terlampir); 

(e) Rekaman bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) 
Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan rekaman Surat Setoran 
Pajak (SSP) PPh Pasal 29. 

11.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk inencantumkan harga satuan 
dan harga total untuk hap mata pembayaran dalam Daftar Kuantitas 
dan Harga. 

11.2 Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutari lain yang berdasarkan istilah 
pengiriman yang digunakan merupakan tanggungan Penyedia Barang, 
harus sudah termasuk dalam harga penawaran. 

8. Biaya dalam 
Penyiapan 
Penawaran 

9. Bahasa 
Penawaran 

10. Dokumen 
Penawaran 
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12. Nlata Uang 
Penawaran dan 
Cara 
Pembayaran 

13. Masa Berlaku 
Penawaran dan 
Jangka Waktu 
Pelaksanaan 

14. Bentuk 
Penawaran 

15. Penanda 
tanganan Surat 
Penawaran 

12.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk rupiah. 

12.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan setelah 
pekerjaan mencapai tahap 100%. 

13.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP. 

14.1 Peserta Pengadaan menyampaikan 1 (satu) asli Dokumen Penawaran 
yang dirinci dalam Klausul 10.1 IKPP dan 1 (satu) rekaman dokumen. 
Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka 
dokumen asli yang berlaku. 

15.1 Surat Penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan. 

15.2 Surat Penawaran harus bertanggal dan bermaterai. 

D. Pemasukan Penawaran 

	

16. Pemasukan 
	

16.1 Penawaran harus disainpaikan kepada atau harus sudah diteriina oleh 

	

Penawaran 
	

Pejabat Pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu yang 
ditentukan dalam LDP. 

E. Pembukaan (Ian Evaluasi Penawaran 

17. Evaluasi 
Penawaran 

17.1 Evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi memenuhi syarat jika : 

(a) Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan dipenuhi dan diisi dengan 
keterangan yang benar tanpa ada penyimpangan yang bersifat 
penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan 

(b) Surat Penawaran: 

1) ditandatangani; 

2) masa berlaku sesuai dengan LDP; dan 

3) jangka waktu pelaksanaan pengadaan sesuai dengan LDP; dan 

4) bertanggal dan bermeterai cukup. 

(c) Daftar Kuantitas dan Harga diisi dengan lengkap. 

17.2 Evaluasi teknis. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis 
apabila memenuhi spesifikasi teknis pengadaan berdasarkan contolt, 
brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis 
dan Gambar. 

17.3 Evaluasi harga penawaran. Evaluasi harga penawaran berdasarkan 
Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dilengkapi oleh Peserta 
Pengadaan. Evaluasi mengenai harga satuan timpang dijelaskan 
dibawah ini: 

(a) Evaluasi harga satuan timpang. 

1) Evaluasi terhadap harga satuan timpang dilakukan dengan 
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meneliti harga satuan penawaran yang lebih besar 110% 
(seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS; 

(2) Terhadap harga satuan timpang, Pejabat Pengadaan akan 
melakukan klarifikasi tentang metode kerja dan perhitungan 
harga satuan tersebut. Apabila Peserta Pengadaan dapat 
memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Pejabat 
Pengadaan maka harga satuan penawaran tersebut tidak 
dinyatakan sebagai harga satuan timpang; 

(b) Evaluasi kewajaran harga. 

1) Dalam evaluasi kewajaran harga, harga di bandingkan dengan 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 

17.4 Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran Pejabat Pengadaan 
akan melakukan negosiasi teknis dan harga dan selanjutnya 
menetapkan pemenang. 

F. Penunjukan Pemenang Pengadaan 

18. Penunjukan 	18.1 PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pemenang 
Penyedia 	 Pengadaan sebagai pelaksana pengadaan selambat-lambatnya 6 
Barang 	 (enam) hari kerja setelah penetapan dari Pejabat Pengadaan. 

19. 19.1 Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana contoh 
Penandatanganan 	terlampir dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalendar 
Kontrak 	 setelah SPPB diterbitkan. 
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• Lembar Data Pengadaan 
(LDP) 

Keterangan 

Dokumen Pengadaan Langsung mengenai Lembar Data Pengadaan (LDP) meinuat 
keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk inenjelaskan lebih lanjut ketentuan-
ketentuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP). 

8 
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1•11.1t, 

Lembar Data Pengadaan (LDP) 

Klausul-Klausul Acuan dalam lnstruksi kepada Peserta Pengadaan 

2018 

Nomor Klausul IKPP 

[1.1] 	Lingkup 
Pengadaan 

[2.11 Sumber Dana 

[4.11 Persyaratan 
Kualifikasi 
Peserta 
Pengadaan 

Perubahan dan Penambahan Ketentuan Klausul-Klausul lnstruksi kepada 
Peserta Pengadaan (IKPP)  

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Hady Wibowo, ST 

Alamat PPK: J1. Dr. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 

Judul paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC 
PSI USU 

Pengadaan ini dibiayai dari somber pendanaan: Dana NON-PNBP USU Tahun 
Anggaran 2018 

a. Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha 
perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana 
yang dipersyaratkan, yaitu: alat/peralatan/suku cadang/bahan teknik 
mekanikal, elektrikal, laboratoriurn. 

b. memiliki kinerja baik di instansi/ BHMN/BUMN/BUMD; 

c. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, 
dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian 
Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan 
fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; 

Masa berlaku penawaran: 15 hari kalender setelah batas akhir waktu pemasukan 
penawaran. 

Batas akhir waktu pemasukan penawaran: 
Hari 	: Rabu 
Tanggal : 21 November 2018 
Pukul 	: s.d. 10.30 WIB 
Tempat : Kantor Unit Layanan Pengadaan LT. IV USU 

J1. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 

[13.1] Masa Berlaku 
Penawaran dan 
Jangka Waktu 
Pelaksanaan 

[16.1] Batas Akhir 
Waktu 
Pemasukan 
Penawaran 

9 f  
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Lamp►iran Bentuk: 
Dokumen Kualifikasi 

Keterangan 

Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Dokumen 
Kualifikasi ini dalam Dokumen Penawarannya. Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan. 

10j 
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DOKUMEN KUALIFIKA SI 

Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 

Kementerian/Lembaga/Pemda : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Tahun Anggaran 2018 

Dokumen Kualifikasi terdiri dari: 

(a) Surat Pernyataan Minat 

(b) Pakta Integritas 

(c) Fonnulir Isian Kualifikasi 
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SVIONIMINIPIONN. 	  

2018 

Dokumen Kualifikasi (a) 

SURAT PERNYATAAN MINAT 
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 	Mama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika hukan 
badan usaha maka nama orang perseorangan] 

Jabatan 	 [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"J 

Bertindak untuk 	PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan 	 [pilih 
dan atas nama 	yang sesuai dan cantumkan nama] 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh 
proyek/satuan kerja 	, tahun anggaran 	 maka dengan ini saya menyatakan 
berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket: 	sampai selesai. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. 

[tempat], jtanggal] 	[bulan] 20 

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan 
[pilih yang sesuai dan cantumkan namai 

Panda tangan] 

(nama lengkap wakil sah badan usaha) 
[jabatan] 

pika Ketnitraan maka cantumkan Wilda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan] 

12 1 
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Dokumen Kualifikasi (b) 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pekerjaan 

1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui 
ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, 
transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan 
dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai 
dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan 
ini; 

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA 
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi 
serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Medan, 	  

1. Pejabat Pembuat Komitmen 

2. Pejabat Pengadaan 

3. Penyedia Barang 

131 



DOKUMEN PENGADAAN BARANG 
Universitas Sumatera Utara 2013 

.15PASTrelt07111.110Malit.7.50117STMLACON12.1are.Z.V11113.11W.OVI 	 ANEMOMMOIMNIMMr. 	 

Dokumen Kualifikasi (c) 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 

Yang bertanda tangan di bawah 

Nama 	 [nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan 
• usaha maka nama orang perseorangan] 

Jabatan 	 [fika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "- "J 

Bertindak untuk : PT/CV/Firtna/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan 
dan atas nama 	 [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris 
[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan 

tanggal akte pendirian/perubaharz/surat kuasa. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian 
Kemitraan/KSO.J, 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai KZ/D/1 yang sedang cull diluar tanggungan 
K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar 
tanggungan K/L/D/I'7, 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang 
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan 
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 

7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

A. Data Administrasi 

1. Limum 

Nama (PT/CV/Firma/ 
1. Koperasi/Kemitraan/ 

Perorangan) [pilih yang sesuai/ 

2 	
Status [tidak diisi jika Kemitraan'orang 
perseorangan] 

  

Pusat 

  

Cabarw 

      

      

Alamat 

No. Telepon 

3. No. Fax 

E-Mail 

Alamat Kantor Pusat 

No. Telepon 
4.  

No. Fax 

[diisi jika Peserta Pengadaan adalah 
cabang perusahan/bukan perusahaan 
pusatnya. Jika Kemitraan/orang 
perorangan maka cukup diberi tanda "- 

 

E-Mail 
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B. Izin Usaha 

No. IUJIQSIUP/SIUI/TDP* 

Masa berlaku izin usaha 

Instansi pemberi izin usaha 

	 Tanggal 

 

 

   

   

* Pilih yang sesuai 

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan [No orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"1 

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi 

a. Nomor Akta 

b. Tanggal 

c. Nama Notaris 

2. Akta Perubahan Terakhir 

a. Nomor Akta 

b. Tanggal 

c. Nama Notaris 

D. Pengurus 

1. Komisaris (untuk PT) 

No. 	Nama  No. KTP  Jabatan claim Perusahaan 

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan 

Jabatan dalarn Perusahaan 

E. Data Keuangan 

1.  Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) Ijika orang 
perseorangan maka cukup diberi tanda "- 

No. Nama No. KTP Alamat Persentase 

2.  Pajak 

1. Nomor Pokok Wajib Pajak 
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun 

terakhir Nomor/Tanggal 
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga 

bulan terakhir Nomor/ Tanggal 

No. Nama No. KTP 
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F. Data Pengalaman Perusahaan 

No. 

Nama 
Paket 

Pengadaan 
Barang 

Bidang/ 
Sub 

Bidang 
Pengadaan 

Lokasi 

Pemberi Tugas / 
Unit Layanan 

Pembuat 
Komitmen 

* Kontrak 	) Tanggal Selesai 
Menurut 

Nama 
Alamat/ 
Telepon 

No / 
Tanggal 

Nilai Kontrak 
BA. 

Serail 
Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G. Modal Kerja 

Surat dukungan keuangan dart Bank: jcantumkan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dart tidal 
proyek atau nilai paket pengadaan barang, kecuali Usaha Kecil termasuk Koperasi Keel11 
Nomor 

Tanggal 	: 	 

Nama Bank: 	 

Nilai 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada 
kemudian hart ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka 
kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu 
selama 2 (dua) tahun, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

	[tempat I, 	tanggall 	[bitIan] 20 

PT/CV/Firina/Koperasi/Kernitraan 'Orang Perseorangan 
	1pihh yang sesuai clan cantumkan nama/ 

frekatkan materal Rp 6.000,- 
bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaanJ 

(nama lengkap wakil sah/Penyedia Barang 
Perseorangan) 

Ijabatan jika badan usahql 

16 1 
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Lampiran Bentuk: 
Dokumen Usulan Teknis 

Keterangan 

Penyedia Barang berkewajiban untuk mencanttunkan dan menjelaskan secara rinci dalam 
Dokumen Usulan Teknis ini keterangan mengenai spesifikasi barang dan jasa terkait (jika ada). 

171 
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Mop surat satuan kerja Pejabat Penthuat Komitmen 

PENETAPAN PEMENANG 

PEKERJAAN 

NOMOR 

TANGGAL 

Pejabat Pengadaan untuk pekerjaan 	  setelah rnempelajari Dokumen 
Penawaran yang diajukan oleh penyedia Barang/Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku di Universitas Sumatera Utara, dengan 
ini menetapkan: 

Nama Perusahaan 
Alamat 
N.P.W.P. 
Penawaran 

sebagai Pemenang 	  

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Pejabat Pengadaan 

	 [mama lengkap] 
NIP. 

Is 
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Lampiran B Bentuk: 
• Surat Perintah Kerja (SPK) 

Keterangan 

SPK hanya digunakan jika nilai pengadaan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
sampai der_gan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika SPK digunakan maka Surat Peijanjian, 
Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Surat Jaminan Pelaksanaan tidak 
berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan. 

01. 

• 

191 
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Kop Surat satuan kerja PejabatPembuat Komitmen 

SURAT PERINTAH KERJA 
(SPK) 

PROYEK/SATUAN KERJA: 
NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Halaman I dari 1 
PAKET PENGADAAN: SURAT PENAWARAN 

Nomor : 
Tanggal: 

BERITA ACARA HAS IL NEGOSISASI: 
Nomor: 
Tanggal: 

SUMBER DANA: PNBP USU Tahun Anggaran 2018 

ISTILAH PENGIRIMAN: 
EXW (ex works) 
(eks pabrik / eks gudang / di lapangan (on 
site stock) 

Jangka Waktu : 	..... hari kalcnder Mulal dari tanggal 	 s.d. 	 

NILAI PENGADAAN 

No. Nama Barang Satuan Harga Satuan (Rp) Total (Rp) 

Jumlali 
Terbilang : 

1NSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah pcnyelesaian pengadaan yang 
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka 
waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda 
kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada 
ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir 

Untuk 

Ronda 

dan atas nama Mama proyek/satuan 
Komitmen] 

Penyedia Barang 
panda 

Untuk dan atas nama 
Mama 

Penyedia Barang 
Penyedia BarangJ 

as/i ini untuk pro,vek.s.atuan 
Komitmen maka rekatkan 
6.000,-)] 

Kerja Unit Layanan Pembuat 
PPK 

tangan, cap. Oika salinan asli ini untuk 
maka rekatkan materai Rp. 6.000,41 

Mama lengkap] 

kerja 
tangan, 

Unit Layanan 
cap, (Jika salinan 

Pembuat 
materai Rp. 

Inama kngkapl 
uabatan] [jabatan] 

20 1 
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STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1. PENERIMAAN BARANG 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak atas suatu jangka waktu yang memadai untuk memeriksa barang setelah serah terima 
barang, dan untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi SPK ini. Pembayaran atas barang bukan 
merupakan bukti penerimaan barang tersebut. • 

JAMINAN MUTU DAN PENGEPAKAN 
Penyedia Barang menjamin bahwa barang, termasuk pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat 
mutu. Penyedia Barang juga menjamin bahwa barang dikepak sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari 
resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal sampai serah terima. 

3. PEMUTUSAN 
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan 
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. 

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan barang berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau 
bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata 
sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. 

4. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 
Penyedia Barang berkewajiban untuk mengambil Iangkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama 
pelaksanaan pengadaan barang serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harts bendanya sehubungan 
dengan pelaksanaan SPK ini. 

5. PERPAJAKAN 
Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang 
berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK. 

6. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 

7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan Penyedia Barang berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang 
timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan barang ini. Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam 
wilayah hukum Republik Indonesia 

8. AMANDEMEN 
SP ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jilca disetujui olch PPK dan Penyedia Baran2, 

9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia Barang dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pengadaan barang. Pengalihan 
seluruh pengadaan barang hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Barang, balk sebagai akibat peleburan 
(merger) atau alcibat lainnya. 

10. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia Barang menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau 
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dan SPK ini. Penyedia Barang menyetujui bahwa pelanggaran 
syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK 

11. CARA PEMBAYARAN 
Biaya Pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada PNBP USU Tahun Anggaran 2018 
Pembayaran dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi kerja mencapai 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan 
Berita Acara Serah Terima 
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DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS 

Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU 

NO. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN 

1  Rack Colocation  

	 Full Rack 42U 

	 Daya Listrik 2 KVA 

	 ( Jasa Layanan Terhitung Mulai 15 Des 2018 s/d 14 Des 2019) 

1 Tahun  

221 

• 
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BENTUK SURAT PENAWARAN 
[kop surat Peserta Pengadaan jika berbentuk badan uschaj 

Nomor 	2018 
Lampiran 	: 1 (satu) berkas 
Perihal 	: Surat Penawaran 

Kepada Yth. 
Pejabat Pengadaan 
LIDA Universitas Sumatera Utara 
R. Tri Dharma Kampus USU Padang Bulan 

Dengan hormat, 

1. Setelah mempelajari dan memahami Dokumen Pengadaan Barang Universitas Sumatera Utara Pekerjaan 
	  dan penjelasannya, kami dapat menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang 
tercantum dalam dokumen pengadaan barang dan Berita Acara Penjelasan tersebut. Kami yang bertanda 
tangan di bawah ini : 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan 
Alamat perusahaan 

dengan ini mengajukan penawaran untuk pekerjaan " 	  
sebesar Rp 	 (terbilang •  	 ) sudah termasuk PPN. 

2. Jika penawaran kami disetujui, kami berjanji untuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan yang 
ditetapkan dalam waktu   	) hari kalender dihitung sejak tanggal ditetapkan dalam Surat 
Perintah Kerja (SPK). 

3. Penawaran ini berlaku selama jangka waktu 	) hari kalender sejak tanggal pembukaan 
penawaran; 

4. Kami setuju harga yang kami tawarkan adalah harga tetap dan pasti serta tidak berubah, sebesar 
Rp 	 (Terbilang: 	  

5. Penawaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penawaran yang 
diajukan beserta lampiran-lampirannya. 

Demikian penawaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana inestinya. 

Penawar, 

(Ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-(enam ribu),-
diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama 
Jelas dan diberi stempel perusahaan). 
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BENTUK LAMPIRAN SURAT PENAWARAN 

Lampiran 
Surat Penawaran Nomor 
Tanggal 

DAFTAR PERINCIAN HARGA DAN SPESIFIKASI 

No. Nama Barang Jumlah Satuan 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

 
Harga 

_ . 
Jumlah Total 

Terbilang 	  

Penawar, 



PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server 
Untuk DRC PSI USU dengan ini menyatakan bahwa: 

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

2. akan melaporkan kepada APIP Universitas Sumatera Utara dan/atau LKPP apabila 
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia 
menerima sanksi adininistratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

Medan, 21 November 2018 

1.  Pengguna Barang/Jasa : Hady Wibowo, ST 

2.  Pejabat Pengadaan : Segar Surya Hartono, SE 

3.  Penyedia Barang : 	Choirul Friyuana 	itt 
PT.Aplikanusa Lintasarta 


